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WALIKOTA KOTAMOBAGU

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATT'RAN DAERAII KOTA KOTAITIOBAGU
:

NOMOR 8 TAIIUN 2OI4

TENTANG

RTNCAITA TATA RUAITG UNLAYNI KOTA KOTAMOBAGU
I

2(Jt4-20,3.4i

DENGAIY RAIIMAT TT'HAN YAI{G MAIIA ESA,

WALIKOTA KOTAI}IOBAGU,

Menimbang :

Mengingat :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat
(4) butir c Undang Undang Nomor 26 tahun 2OO7

tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Rencana tata Ruang Kota Kotamobagu.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Kotamobagu 201 1-2031;

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 Tentang

Pembentukan Kota Kotamobagu (L,embaran Negara

iiepublik lndonesia Nomor 6 Tahun 2OOT);

l. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang

Penataan Ruang (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOT Nomor 68, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7251;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 140, Tambahari Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059)

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 201 1

Informasi Geospasial ,ll,emUaran Negara

Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan

tentang

Republik

kmbaran
Negara Republik IndoneSia Nomor 5214l;

6. Undang-undang Nomor L2 Tahun 2oll tentang

Pembentukan PeratUran Perundang-undangan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll
:

Nomor 82, Tambahanl tembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523$; i

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah ; llrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peratrrran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4833).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OLO tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

LO.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68

Tahun 2O1O tentang Bentuk dan Tata Cara Peran

Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 1 18,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5160);

ll.Peraturan P,::nerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun d u tentang Ketelitian Peta Rencana Tata-o.

Ruang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL3 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5393);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88

Tahun 2oll tentang Rencana Tata Ruang Pulau
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i

Sulawesi (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OlL Nomor l2Sl; 
i

:

13. Instruksi Presiden Nqmor 8 tahun 2Ol3 tentang

Penyelesaian Penyesuiaian Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi dan Kd.bupaten Kota
i

l4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014

tentang Pembentukan Pfoduk Hukum Daerah.

Dengan persetuJuan bersama

DEtrIAN PERWAIilI"AII RAI(YAT DAERAII KOTA KOTAIIIOBAGU

daa

ITALIKOTA KOTAUOBAGU

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAII DAtRArr KOTA KOTAMOBAGU TENTAIIG

RtItcANA TATA RUAITG WILAYATT (RTRWI KOTA

KOTAUOBAGU TAHT'IY 2Ot4 . 2Og4

BAB I
NETEITTUAIT I'MTIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Kota adalah Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Ruang adalah wadatr yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan

ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatrran

wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan

. kegratan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

4. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

5. Strukhrr ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendularng
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional

6. Pola nrang adalah distribusi penrntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
peruntukan nrang unnrk fungsi budi daya.

I
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7. Penataan mang adalah suatrr sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan

ruang.

9. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

11. Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu adalah Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota

Kotamobagu.

12. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

13. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Penvakilan Ralqyat Daerah Kota Kotamobagu.

14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Kotamobagu.

15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui
pen5rusunan dan pelaksanaan prograrn beserta pembiayaannya.

16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untrrk mewujudkan
tertib tata ruang.

17. Rencana tata ruang adalah hasil perencarraan tata ruang.

18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsionar.

19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budi daya.

20. Kawasan lindung adalah wilayah y4ng ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumber daya alam dan sumber daya buatan.

21. Kawasan budi daya adatah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Z2.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan

a
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fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

24. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting
dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan

25. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki
potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau
gas berdasarkan peta/data geologr dan merupakan tempat

dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan

yang meliputi penelitian, penyelidikan urnurn, ekplorasi, operasi

produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan
maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik
kawasan budi daya maupun kawasan lindung.

26.Kawasan Pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara
nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

27. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh rsecara alamiah maupun yang

sengaja ditanam. 
i

28. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap. 

i

29. Hutan adalah satu kesatuan ekosistemiberupa hamparan lahan berisi
sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya

:

tidak dapat dipisahkan. 
i

30. Lingkungan Hidup adalah kesatuan i*"rru dengan semua benda,

daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup tain.

31.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan
hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk
hidup lainnya. i

{

i
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32.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan
hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang

masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

33. Ekosistem adalah tatanan unsur linglmngan hidup yang merupakan
kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam
membentuk keseimbangan, stabititas, dan produktivitas lingkungan
hidup.

34. Jatan adalah prasErrana transportasi darat yang meliputi segala

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya

yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api,
jalan lori, dan jalan kabel.

35. Sistem jaringan jalan adalah sistem jaringan jalan adatah satu
kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat
pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam
pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

36. Fungsi jalan adalah kegunaan jalani dilihat dari ktasifikasi jalan

tersebut.
i

37. Jaringan Sumber Daya Air adalah Air Sumber Air dan Daya Air yang

terkandung didalamnya.

38. Jaringan Irigasi adalah saluran, ,Bangunan, dan Bangungan

Pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk
penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air

.:rrgasl. i

39. Daerah lrigasi adalah Kesatuan lahani yang mendapat air dari satu
jaringan irigasi.

40. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayerh pengelolaan sumber daya air
dalam satu atau lebih daerah aliran 

lsungai 
dan/atau pulau-pulau

kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 l<lcrr2.

41. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu
wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi
menarnpung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya
dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke raut.

42. Masyarakat adalah orang persorangan, kelompok orang termasuk
. masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan
non pemerintatr lain dalam penyelenggaraan ruang.

a
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43. Peran masyarakat adalah

perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang.

44. Kelembagaan adalah suatu

tujuan tertentu.

r partisipasi aktif masyarakat dalam

pemanfaatan ruang, dan pengendalian

badan yang berkekuatan hukum dengan

45. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan BKPRD adalah satu badan yapg dibentuk dan diangkat oleh

walikota, ymg terdiri atas unsur dinas, badan dan/atau lembaga

yang berkaitan dengan kegiatan penataan ruang dan berlugas

membantu walikota dalam mengkoordinasikan penataan ruang di
wilayah Daerah.

BAB II
RUAI{G LIIYGKT'P, TUJUAN, IITBIJN(AIY DAIT

STRATEGI PENATAAIT RUAITG UILAYAII KOTA

i

i

Bagfan Kesa{u

Ruang Llngtup, TuJuan Penataaa Ruang Wila5rah Kota
i

Pasal 2 
i

Penataan ruang wilayah Kota Kotamobagg diselenggarakan, berdasarkan
asas: 

ia. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang wilayah kota sesuai dengan potensi
yang terdapat didalamnya sehingga beidaya guna dan berhasil guna

secara optimal;

b. Kelestarian, yaitu kewajiban mengingat dan menjaga sifat lingkungan

alam dan budaya warisan alam dan warisan budaya serta manfaat

sosial dalam semua tindakan dan kegiatan usaha yang dilakukan;

Keterpaduan, yaihr pengaturan atas semua penggunaan ruang dan

sumber daya yang ada, agar tercapai keserasian, keseimbangan dan
keterkaitan yang saling menguntungkan antara berbagai berrtuk
penggunaan, serta mengurangi benturan kepentingan yang saling
merugikan antara bentuk penggunaan ruang dan penggunaan sumber
daya yang berbeda;

Berkelanjutan, yaihr pemanfaatan sumber daya, agar kehidupan dan
penghidupan dapat tetap berlangsung dalam kualitas harapan yang

semakin meningkat; dan

Keterbukaan, Persarnaan, Keadilan dan perlindungan Hulum, yaitu
keterbukaan rencana tata ruang wilayah kota untuk umum dengan

c.

d.

e.

I
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mewajibkan setiap orzrng berperan

ruang wilayah kota dan mentaati

rencErna tata ruang wilayah kota.

:

:

sefta dalam memelihara kualitas
i

serta memperoleh manfaat dari

(1)

QI

Pagal 3

Penataan ruang wilayah kota Kotamobagu berfujuan mewujudkan
Kotamobagu menjadi Kota Model Jasa dengan memaksimalkan fungsi

kawasan sebagai pendorong pusat pelfumbuhan ekonomi sektor jasa

dan perdagangan, sosial dan budaya kawasan sekitarnya dengan
tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
Ruang Lingkup Penataan Ruang Kota: Kotamobagu meliputi wilayah
Perencanaan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kota Kotamobagu

yaitu daerah dalam pengertian luas darat 68,06 kmz yang terdiri atas

4 (empat) Kecamatan, 18 (delapan bbtas) Kelurahan dan ls (lima

belas) Desa, yakni:

a. Kecamatan Kotamobagu utara terdiri atas 8 (delapan) kelurahan
meliputi:

1. Kelurahan Upai;

2. Kelurahan Genggulang;

3. Kelurahan Biga;

4. Desa Sia;

5. Desa Pontodon;

6. Desa Bilalang II;

7. Desa Bilalang I; dan

8. Desa Pontodon Timur

b. Kecamatan Kotamobagu Timur terdiri atas 10 (sepuluh) kelurahan
meliputi:

1. Kelurahan Matali;
2. Kelurahan Motoboi Besar;

3. Desa Kobo Kecil;

4. Desa Moyag;

5. Kelurahan Kobo Besar;

6. Kelurahan T\rmubui;

7 . Kelurahan Sinindian;

8. Kelurahan Kotobangon;

9. Desa Moyag Tampoan; dan

LO. Desa Moyag Todulan.

a



c. Kecamatan Kotamobagu selatan terdiri atas 9 (sembilan)

kelurahan meliputi:

1. Desa Kopandakanl;

2. Desa Bungko;

3. Desa Tabang;

4. Desa Poyowa Besar I;

5. Desa Poyowa Besar [I;

6. Kelurahan Pobundayan;

7. Kelurahan Motoboi Kecil;

8. Kelurahan Mongondow; dan

9. Desa Poyowa Kecil.

d. Kecamatan Kotamobagu Barat terdiri atas 6 (enam) kelurahan

meliputi:

1. Kelurahan Mongkonai;

2. Kelurahan Molinow;

3. Kelurahan Mogolaiang;

4. Kelurahan Gogagoman;

5. Kelurahan Kotamobagu; dan

6. Kelurahan Mongkonai Barat.

(3) Batas wilayah Kota Kotamobagu, meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang
Mongondow; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Baglan kedua

Kebfiakan penataaa Ruaag Wilayah Kota
Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah kota Kotamobagu meliputi:
a. peningkatan akses ke fasilitas pelayanan perkotaan dan pusat

perhrmbuhan ekonomi wilayah kota yang merata dan berhierarki;
b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasararla

transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang
terpadu, merata dan berkeadilan di seluruh wilayah kota;

c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

0

d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat
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menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;

perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan

antarkegiatan budi daya;

pengendalian perkemb€rngan kegiatan budi daya agr tidak
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan

hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan

ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan

dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan

keunikan bentang alam;

pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam

pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan

mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional; dan
peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan

Negara.

Bagian kettga

Strategi Penataan Ruang Wila5rah Kota

Pasal 5

strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat
pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 4

huruf a meliputi:

a. menjaga keterkaitan antar kawasan kecamatan, antara kawasan
pusat kota dan kawasan pinggiran kota, serta antara kawasan

kota dan wilayah di sekitarnya;

b. mengembangkan pusat pertumbuhan barr di kawasan yang

belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang sudah ada;

c. mengembangkan keterhubungan fungsional diantara pusat-pusat

pertumbuhan agar berfungsi secara sinergi sebagai pendorong

pertumbuhan ekonomi kawasan sekitarnya;

d. mengendalikan perkembangan ikecamatan-kecamatan yang
berbatasan dengan wilayah kabupaten/kota lainnya agar tidak
menimbulkan konflik perbatasan; dan

e. mendorong pusat - pusat perrumbuh€Ln agar lebih kompetitif dan
lebih efektif dalam pengemb"ngan wilayah kecamatan di

I

sekitarnya.

ffi
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strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan
jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b
meliputi:

a. meningkatkan kualitas jaringan prasara.na dan mewujudkan
keterpaduan pelayanan transportasi sebagai bagran dari sistim
pembangunan ekonomi kawasan ;

b. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi

terbantkan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan
keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan

c. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan
keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c

meliputi:

a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, termasuk ruang di
dalam bumi;

b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah kota
dengan luas paling sedikit Boo/o (tiga puluh persen) dari luas kota
sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan

c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang
telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam
rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem
wilayah.

(4) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang

dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a. menyelenggarakan upaya sisteinatis dan terpadu untuk
melestarikan fungsi linglmngan hidup serta mencegah terjadinya
pencemar€rna dan/atau kerusakan lingkr:ngan hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendatisl, pemeliharaan,
pengawasan serta penegakan hukum.

b. melindungi kemampuan lingkringan hidup dari tekanan
perubahan dan/atau dampak negative yang ditimbulkan oleh

suatu kegiatan melalui pencegahan, penanggulangan serta
pemulihan tingkungan hidup sehingga tetap mampu mendukung
perkihidupa.n manusia dan mahluki hidup lainnya.

c. melindungi kemampuan lingkungan hidup melalui penerapan

instrument Baku Mutu Lingkurrgan Hidup, Ikiterian BaIru
:

e
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Kemsakan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL), Upaya pengelolaan Lingkungan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup (uKL-upL), surat pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup
(SPK-P2LH), Penerapan lztn Lingkungan Hidup, pengelolaan

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah 83, Analisis
Resiko Linglinrngan Hidup, Audit Lingkungan Hidup serta
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup termasuk instmment lain
sesuai ketentuan peraturan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau
tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan
yang mengakibatkan lingln-rngan hidup tidak berfungsi dalam
menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bdaksana
untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi
masa depan;

memelihara lingkungan hidup
sumber daya alam melalui

:

i

melalui melalui upaya konservasi
pdrlindungan, pengawetan dan

pemanfaatan secara lestari "r*b., daya alam, pencadangan

sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfir melalui upaya
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta perlindungan lapisan
o"nrl. 

i

g. mengembangkan ekowisata, jasa Iingkungan serta kearifan local
:

guna melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari,
termasuk mendorong organisasi lingkungan hidup yang tujuan
dan kegiatannya berkaitan dengan perlindungan dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(5) strategi untuk perwujudan dan ppningkatan keterpaduan dan
keterkaitan antar kegiatan budi daya j sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf e meliputi, 

ia. menetapkan kawasan budi daya yqrrg memiliki nilai strategrs kota
untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat termasuk
ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan
keseimbangan pem€rnfaatan ruang wilayah kota;

b. mengembangkan kegiatan budi daya dengan sektor unggulan
khususnya di dalam kawasan pedesaan beserta prasarErna secara
sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan
perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;

C
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c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek

politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu
pengetahuan dan teknologi; dan

d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian
pangan di wilayah pedesaan untuk mewujudkan ketahanan
pangan nasional.

strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar

tidak melampaui daya dukr-rng dan daya tampung lingkungan
sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f meliputi:

a. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di
kawasan rawan bencana untuk meminimatkan potensi kejadian
bencana dan potensi kenrgian akibat bencana;

b. menetapkan penyangga disekitar batas kawasan rawan bencana;
c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit

3O% (tiga putuh persen) dari luas khwasan perkotaan; dan
d. mengembangkan kegiatan budi da)ra yang dapat mempertahankan

keberadaan sentra- sentra pertanian didatam wilayah kota.
strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup sebagaimana dimnksud dalam pasal 4 huruf g

meliputi:

menetapkan kawasan strategis kota berftrngsi Lindung;
I

mencegah pemanfaatan ruang dii kawasan strategis kota yang
berpotensi mengurangl fungsi lindting kawasan ;

membatasi pemanfaatan ruang di,sekitar kawasan strategis kota
yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di
sekitar kawasan strategis kota yang dapat memicu perkembangan

kegiatan budi daya;

e. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun d.i sekitar
kawasan strategis kota yang berfungsi sebagai zona penyangga

yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya
terbangun; dan

f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yarrg menurun akibat
dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di
sekitar kawasan strategis kota.

(8) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam
pengembangan perekonomian kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf h meliputi:

a.

b.

c.

d.

4
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:

,;
a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber

daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak

utama pengembangan wilayah;

menciptakan iklim investasi yangmenciptakan iklim investasi yang kondusif;

mengelola pema.nfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui

daya dukung dan daya tampung kawasan;

d. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak
menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;

I

e. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan

f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang
kegiatan ekonomi.

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan
Keamanan Negara sebagaimana dimhksud dalam pasal 4 hun f i
meliputi:

a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi
khusus pertahanan dan keamanani

b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan
disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi
pertahanan dan keamanan;

c. mengambangkan zor:,.a penyangga yang melindungi dan
mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; dan

d. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNl

BAB III
RENCAITA STRTMTUR RUAI{G UII,AYAII KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6
Stmktur ruang wilayah kota disusun berdasarkan perarl kota
Kotamobagu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PI(\M) Provinsi Sulawesi
Utara.

Rencana struktur Ruang wilayah Kota Kotamobagu meliputi:
a. sistem pusat pelayanan kota; dan

b. sistem jaringan prasarana kota.

Rencana struktur ruang wilayah Kota Kotamobagu digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:2s.o0o

(1)

(2)

0

(3)
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sebagaimana tercantum dalam L^ampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

i

:

Bagian Kedua

Sistem hrsat Pelayqnan Kota

Pasal 7 
:

) Sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (2) huruf a terdiri atas Pusat pelayanan kota (ppK); sub pusat

Pelayanan Kota (sub PPK) dan pusat Lingkungan (pL).

PPK memiliki kapasitas melayani seluruh kawasan kota.
(3) Sub PPK memiliki kapasitas melayani satu atau beberapa kecamatan

saja dan kawasan tain yang berbatasan.

(4) PL memiliki kapasitas melayani satu atau beberapa kelurahan saja.

Pasal 8

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal T ayat (2) ditetapkan di:
a. Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat berfungsi

sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;

b. Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat dan
Kelurahan Kotobangun Kecamatan Kotamobagu Timur berfungsi
sebagai pusat perkantorzrn pemerintah; dan

c. Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat berfungsi
sebagai pusat perdagangan, jasa dan pendidikan tinggi.

sub PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal T ayat (3) ditetapkan di:
a. Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat

berfungsi utama sebagai pusat kegiatan terminal penumpang
transportasi darat; dan

b. Kelurahan Moyag Tampoan dan Moyag Todulan Kecamatan
Kotamobagu Timur berfungsi utama sebagai pusat kegiatan
industri perbengkelan.

PL sebagaimana dimaksud dalam pasal T ayat (a) ditetapkan di:
a. Kelurahan upai, Kecamatan Kotamobagu utara berfungsi utama

sebagai pusat kegiatan pariwisata dan pertanian perkebunan;
b. Desa Poyowa Besar II Kecamatan Kotamobagu Selatan berfungsi

utarna sebagai pusat kegiatan pertanian padi sawah;
c. Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan berfungsi

utama sebagai pusat kegiatan perdagangan; darf

(21

(3)

g
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d. Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara berfungsi

utama sebagai pusat kegiatan perdagangan.

Baglan Ketlga
Slstem Jarlagan Prasarana Kota

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana Kota Kotamobagu, terdiri atas:
Rencana sistem jaringan prasarana utama; dan

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf I
Rencana Slstem Jarlagan Prasarana Utama

Pagal 10

a sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
a merupakan sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas:

sistem jaringan jalan; dan

sistem j aringan perkeretaapian.

Pasal 11

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
terdiri atas:

a. jaringan jatan;

b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA.I); dan
c. jaringan pelayanan LL,AJ.

Pacal 12

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri
atas:

a. jaringan jalan arteri primer;

b. jaringan jalan arteri sekunder;

c. jaringan jalan kolektor primer;

d. jaringan jalan kolektor sekunder; dan

e. jalan lokal.

Jaringan jalan primer sebagaimana dimaksudJanngarl Jaran arten prlmer sebagailnana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi jalan yang menghubungkan Kelurahan Mongkonai
Barat - Kelurahan Poyowa Kecil 

i

a. Ruas jalan Kelurahan Mongkorlai Barat Desa Bilalang I
:

melewati Jalan AKD dan Jalan ipande Bulan pada kelurahan
Mongkonai Barat, Jalan Pande Bulan pada Kelurahan Mongkonai

i

:

i

:

(2t

I
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Barat, Jalan Pande Bulan pada Kelurahan Mongkonai, Jalan
Pande Bulan pada Kelurahan Molinow, Jalan Pande Bulan pada

Kelurahan Gogagoman, Jalan P. Tendean pada Kelurahan

Genggulang dan Jalan A.P. Mokoginta pada Desa Bilalang I;
Ruas jalan Desa Bilalang I - Desa Moyag Todulan melewati Jalan
A.P. Mokoginta pada Desa Bilalang I, Jalan A.P. Mokoginta pada

Desa Pontodon, Jalan A.P. Mokoginta pada Kelurahan Upai,

Jalan Diponegoro pada Kelurahan Biga, Jalan Kol. Sugiono pada

Desa Moyag Tampoan, Jalan Kol. Sugiono pada Desa Moyag

Tampoan, Jalan Kol. Sugiono pada Desa Moyag dan Jalan Kol.

Sugiono pada Desa Moyag Todulan;

Ruas Jalan Kelurahan Mongkonai Barat - Desa Sia melewati
Jalan Gatot Subroto pada kelurahan Mongkonai Barat, Jalan
Gatot Subroto pada kelurahan Mongkonai, Jalan Adampe Dolot

pada kelurahan Molinow, Jdan Adampe Dolot pada kelurahan

Mogolaing, Jalan Ahmad Yani pada Kelurahan Kotamobagu,

Jalan Diponegoro pada Kelurahan Biga, Kelurahan Upai dan

Desa Sia;

Ruas jalan Desa Kopandakan - Kelurahan Molinow melewati

Jalan Hi. Zakaria Imban pada Desa Kopandakan I, Jalan Hi.

Zakaria Imban pada Desa Poyowa Kecil, Jalan Hi. Zakaira Imban
pada Kelurahan Mongondow, Jalan Hi. Zakaria Imban pada

Kelurahan Motoboi Kecil, dan Jalan Hi. Zakaria Imban pada

Keluratran Molinow;

e. Ruas jalan Desa Poyowa kecil - iDesa Moyag Todulan melewati

Jalan Hi. Zakaira Imban pada Desa Poyowa Kecil, Jalan Hi.
:

Zakaria Imban pada Desa Kopandakan I, Jalan Siliwangi pada

Desa Bungko, Jalan Siliwangi pada Desa Tabang, Jalan Siliwangi

pada Desa Poyowa Besar I, Jalan Siliwangi pada Desa Poyowa

Besar II, Jalan Siliwangi pada Desa Kobo Kecil, Jalan Siliwangi
pada kelurahan Motoboi Besar, Jalan Siliwangr pada Desa Kobo

Besar dan Desa Moyag Todulan; dirn

f. Kelurahan Kotamobagu Desa Moyag melewati Jalan D.I.

Panjaitan dan Jalan Jhoni Suhodo pada Kelurahan Kotamobagu,

Jalan Jhoni Suhodo dan Jalan iKol. Sugiono pacla Kelurahan

Kotobangon dan Jalan Kol. Sugiono pada Desa Moyag.

c
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Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

humf c meliputi jalan yang menghubungkan simpul-simpul lokasi
sebagai berikut :

a. Ruas jalan Kelurahan Genggulang - Desa pontodon melewati
kelurahan Genggulang, deur Desa pontodon;

b. Ruas jalan Gogagoman Kelurahan Kotamobagu melewati

Kelurahan Gogagoman dan Kelurahan Kotamobagu;

c. Ruas jalan Kotamobagu Bungko melewati Kelurahan
Kotamobagu, Jalan Brigien Katamso pada Kelurahan
Kotobangon, Jalan Brigien Katamso pada Kelurahan sinindian,
Jalan s. T\rbun dan Jalan DC. Manoppo pada Kelurahan Matali,
Jalan DC. Manoppo pada Kelurahan pobundayan dan Desa

Bungko;

d. Ruas jalan Kotamobagu - poyowa Besar I melewati Kelurahan
Kotamobagu, Jalan siliwangi pada Kelurahan Kotobangon, Jalan
siliwangi pada Kelurahan T\.rmubui, Jalan siliwangi pada Desa

Kobo Besar, Jalan siliwangi pada Kelurahan Motoboi Besar,
Jalan siliwangi pada Desa Kobo Kecil dan Ja]an siliwangi pada
Desa Poyowa Besar; dan 

ie. Ruas jalan Molinow - Kobo kecil melewati Jalan Veteran pada
Kelurahan Molinow, Jalan Veterarr pada Kelurahan Motoboi Kecil,
Jalan DC. Manoppo pada Kelurahan Matali, Jalan Teuku umar
pada Kelurahan Motoboi Besar dan Jalan siliwangi pada

Kelurahan Kobo Kecil. 
i

Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurt.f d meliputi jalan yang menghubungkan simpul-simpul
lokasi sebagai berikutr 

ia. Ruas jalan Desa Bilalang II - Kelurahan Genggulang melewati
Jalan P. Tendean;

b. Ruas jalan Kelurahan Gogagoman - Desa pontodon melewati
Jalan P. Tendean; I

c. Ruas jalan Kelurahan Genggulang Kelurahan Kotamobagu
melewati Jalan Ksatia;

d. Ruas jalan Kelurahan Kotobangun Kelurahan Kotamobagu

melewati Jalan Yusuf Hasiru;

e. Ruas jalan Kelurahan Kotobangon Kelurahan Sinindian
melewati Jalan Kinalang;

f. Ruas jalan Kelurahan T\rmubui - Kelurahan Kotobangon

c

(4)
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melewati Jalan lbantong;

g. Ruas jalan Kelurahan Gogagoman - Kelurahan Molinow melewati

kelurahan Gogagoman, Mogolaing dan Molinow;

h. Ruas jalan Kelurahan Mogolaing Kelurahan Motoboi Kecil

melewati Jalan Kampus dan Jatan Amal pada Kelurahan
Mogolaing, Jalan 19 Desember pada Kelurahan Motoboi Kecil;

i. Ruas jdan Kelurahan Motoboi Kecil Kelurahan sinindian
melewati Jalan J.A. Damopolii dan Jalan L,embah Bening;

j. Ruas jalan Kelurahan Motoboi Kecil - Kelurahan Matali melewati

Jalan Darusallam; 
i

k. Ruas jalan Kelurahan Mongkonai Kelurahan Mongondow

melewati Jalan Gatot Subroto dan Jalan Brawijaya; dan

l. Desa Kobo Kecil - Kelurahan Mongondow.

Jaringan jalan lokal meliputi j"1"" 
i 
yang menghubungkan antara

jalan kolektor sekunder dengan pusat-pusat permukiman meliputi
Jalan Telaga, Jalan Kartini, Jalan lbolian, Jalan Kembang, Jalan
Budi, Jalan Rawamangun, Jalan Cendana, Jalan Memosa, Jalan
Perwira, Jalan Garuda, Jalan Cempaka dan Jalan Beringin.

Rencana pengembangan ruas jalan iai witayatr Kotamobagu yaitu
ruas jalan lingkar Kota Kotamobagu yang melewati Kelurahan

Mongkonai Barat, Molinow, Mogolaing, Gogagoman, Genggulang,

Bilalang, Pontodon, Sia, Upai, Biga, Moyag Tampoan, Moyag Todulan,

Kobo Besar, Motoboi Besar, Poyowa Besar I, poyowa Besar II, Tabang,

Bungko, Kopandakan 
:

Pasal 13

Jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertujuan untuk
menunjang kelancaran angkutan umum dalam dan antar kota serta
pengembangan ekonomi.

Jaringan prasarana [a.lu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. terminal penumpangi dan

b. terminal barang.

Terminal penump€rng sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a
meliputi:

a. Terminal penumpang tipe A berada di Kelurahan Mongkonai
Barat (Bonawang), yang melayani angkutan kota antar provinsi
(AKAP) dan anglmtan antar kota dalam provinsi (AKDP);

(3)

(6)

(1)

e
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Terminal penumpa.ng tipe B berada di Desa Moyag Todulan dan
i

Kelurahan gogagoman (Serasi), yang melayani angkutan antar

kota dan angkutan antar pedesaarr dalam provinsi; dan

Terminal penumparrg tipe C berada di Desa Poyowa Kecil, yang

melayani angkutan

dalam provinsi.

:

dalam kota dan angkutan antar pedesaan
I

Terminal barang berupa terminal barang agribisnis sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) humf b terletak di Desa Poyowa Besar II,

Kecamatan Kotamobagu Selatan 
:

:

i

Pasal 14 i,:
Jaringan pelayanan LLAJ sebagaimarra dimaksud dalam Pasal 11

huruf c terdiri atas: 
i

a. jaringan trayek angkutan orang; dirn

b. jaringan lintas angkutan barang. 
i

(21 Jaringan trayek angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

a. trayek yang dilayani Terminal Tipe A berupa trayek angkutan

antar kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan kota antar

provinsi (AKAP), meliputi ; ,

1. trayek Kotamobagu - Makassar;

2. trayek Kotamobagu - Palu;

3. trayek Kota.mobagu - Gorontalo;

4. trayek Kotamobagu - Tontulow;

5. ttayek Kotamobagu - Boroko;

6. trayek Kotamobagu - Bintauna;

7. trayek Kotamobagu - Sanglmb;

8. trayek Kotamobagu - Pangr Besar;

9. trayek Kotamobagu - Dominsil;

10. trayek Kotamobagu - Maelang;

11. trayek Kotamobagu - Labuan Uki;

L2. trayek Kotamobagu - L,olak;

13. trayek Kotamobagu - Inobonto;

14. trayek Kotamobagu - Poigar;

15. trayek Kotamobagtr - Amurang;

16. trayek Kotamobagu - Manado;

17. tayek Kotamobagu - Bitung;

18. trayek Kotamobagu - Airmadidi;

e



19.

20.

2t.
22.

23.

24.

25.

26.

trayek Kotamobagu - Tondanoi
I

trayek Kotamobagu - Tomohon;

trayek Kotamobagu - Ratahanl

trayek Kotamobagu - Langagon;

trayek Kotamobagu - Komangaan;

trayek Kotamobagu - Lobong; i

trayek Kotamobagu - Tutuyan;ia"rr
trayek Kotamobagu - Molibagu.;

trayek yang dilayani rerminal Tipe B berupa trayek angkutan
antar kota dan angkutan antar pedesaan dalam provinsi,
meliputi:

1. trayek Kotamobagu - Mamalia;

2. trayek Kotamobagu - Torosik;

3. trayek Kotamobagu - Pinolosian;

4. trayek Kotamobagu - Doloduo;

5. trayek Kotamobagu - Mopuya;

6. trayek Kotamobagu - Dumoga;

7. trayek Kotamobagu - R.rsian;

8. trayek Kotamobagu - Bumbungon; dan
9. trayek Kotamobagu - T\rngoi

trayek yang dilayani rerminal ripe c trayek dalam kota dan antar
pedesaan dalam provinsi, meliputi:

1. trayek Kotamobagu - Tompaso Baru;

2. trayek Kotamobagu - Mokobang;

3. trayek Kotamobagu - Guaan;

4. trayek Kotamobagu - Modoinding;
5. trayek Kotamobagu - Ratatotok;

6. trayek Kotamobagu - Kotabunan;

7. trayek Kotamobagu - Dodap;

8. trayek Kotamobagu - Motongkad;

9. trayek Kotamobagu - Atoga;

10. trayek Kotamobagu - Nuangan;

11. trayek Kotamobagu - Lanut; dan

12. trayek Kotamobagu - Modayag.

e
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i

lintas angkutan barang se@gaimana dimaksud pada ayat
huruf b meliputi jalan lingkar luar yang melintasi Kelurahan

i Barat, Molinow, Mogolalng, Gogagoman, Genggulang,

B, Pontodon, Sia, Upai, Biga, Moyag Tampoan, Moyag

Kobo Besar, Motoboi Besar, Poyowa Besar I, poyowa Besar
bang, Bungko, Kopandakan.

Pasal 15

perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasat lO
b bempa perkeretaapian umum dengan prasarana meriputi:

jalur kereta api umum; dan

stasiun kereta api.

alur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
bagian dari sistem jaringan rel kereta api di provinsi

i utara, direncanakan melewati kelurahan-kelurahan Moyag

- Kobo besar - Motoboi besar - Kobo kecil - poyowa besar II -
besar I - Tabang - Bungko - Kopandakan I - poyowa kecil -

i Barat.

stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi stasiun penumpang berada di, Kelurahan Kobo Kecil.

Paragraf Kedua

Rencana Slstem .larfngan prasarana *tr"5ra
Pagal 16

sistem prasarana lainnya sebagaimana yang dimaksud pada
t hurrf b meliputi :

jaringan energi;

sistem jaringan telekomunikasi;

sistem jaringan sumber daya air; dan

sistem jaringan infrastruktur perkotaan.

Passl 17

Sistem jaringan energi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16

huruf a dapat bempa jaringan tenlga fistrik yang dikelola oleh
pemsahaan penyedia listrik dan dapat menggunakan sumber energi
alternatif

Sistem jaringan energi

meliputi:

:

:

sebagaimartra dimaksud pada ayat (1)
'I

3
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jaringan transmisi tenaga listrik; dan
pembangkit tenaga listrik.
.ber energi alternatif yang akan dikembangkan sebagaimana

pada ayat (1) meliputi srrmber energi matahari, biogas
berasal dari kotoran hewan ternak dan sumber energi lain yang

terbanrkan.

aringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf a meliputi jaringan transmisi tenaga 1istrik dikembangkan
uk menyalurkan tenage listrik antar sistem, berupa kawat
rran udara Tegangan Tinggi (surr/surET) melalui Gardu Induk
otam yang terletak di desa otam, Kecamatan passi Barat.

it tenega listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (21humf
b merupakan pembangkit ristrik unttrk melayani kebutuhan
kelistrikan Kota Kotamobagu sebesar 7T,g (tujuh puluh tujuh koma
delapan) MW dengan memanfaatkan sistem interkoneksi jaringan
listrik sistem Minahasa-Kotamobagu yang merupakan bagian dari
sistem Sulawesi yang diantaranya berasal dari:
a. pembangkit listrik tenaga air poigar II di Desa poigar II,

Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan
kapasitas 2 x 16 MW;

b. pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kelurahan [.ahendong,
Kecamatan Tomohon selatan, Kota Tomohon dengan kapasitas
6O MW;

c. pembangkit listrik tenaga geotJrermal Gunung Ambang dengan
kapasitas 3oo (tiga rahrs) Mw di Desa hrrworejo Kecamatan
Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

d. pembangkit listrik tenaga mikro Desa lobong dengan kapasitas 2
(dua) Mw di Desa Poyuyanan Kecamatan passi Barat Kabupaten
Bolaang Mongondow; dan 

i

e. pembangkit listrik tenaga dieseli (PLTD) Kotamobagu dengan
kapasitas 12,00 MW.

f. pembangkit listrik tenaga parlas bumi (pLTp) Kotamobagu dengan

c

kapasitas + 185 MW
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Pasal 18

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 hurr.f b, meliputi:

a. jaringan tetap yang meliputi, jaringan tetap lokal, sambungan

langsung jarak jauh, sambungan internasional, dan sambungan

tertutup; dan

b. jaringan bergerak meliputi jaringan bergerak, terestrial, seluler,

dan satelit.

jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurLf a dilayani
oleh Stasiun Telepon otomat (sro) yang berlokasi di Kelurahan
Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat;
jaringan bergerak dimaksud pada ayat (l) huruf b berupa
sambungan telepon nirkabel dan men ara Base Tlaneiuer *,ation
(BTS) d.engan menara komunikasi bersama yang terletak tersebar di
setiap lokasi Kecamatan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan
jaringan:

jaringan terestrial sebagaimana yangidimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah berupa jaringan serat optik ilintas kabupaten - kota, yErng

meliputi:

a. jaringan serat optik Amurang - Kbtamobagu (ring 1) sepanjang +
133 km; 

i

b. jaringan serat optik Amurang - Kotamobagu (rins 2) sepanjang +

105 km; dan 
i
,

c. jaringan serat optik dari Luwuk Tutuyan Kotamobagu

terintegrasi dengan jaringan eksisting;

i

i

Pasal 19 i

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasar

16 hurrf c meliputi:

a. Wilayah Sungai (WS); 
i

b. Cekungan Air Tanah (CAT); 
i

c. Jaringan dan prasarana air baku;idan
d. Sistem jaringan irigasi. 

i

wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi wilayah sungai (ws) Nasional Dumoga-sangkub meliputi
Daerah Aliran Sungai (DAS) l.ombagin.

I
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Air Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2l ayat (1) huruf
adalah cAT Kotamobagu yang merupakan cAT Lintas

Ihbupaten/Kota ;

Jaringan dan Prasarana air baku sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, terdiri atas:

pemanfaatan air permukaan pada sungai Bobatunan Desa Kobo
Kecil;

sistem jaringan air baku untuk kota kotamobagu yang bempa
pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber mata air serta
jaringan air baln-r dari Bukaka Desa pontodon Timur, Desa Sia
dan Poyowa Besar di Kelurahan poyowa Besar II;

c. sumber mata air sungai Dumoga yang berada di Kabupaten

Bolaang Mongondow dan Kota i Kotamobagu dengan debit 1
40.000 liter/detik;

d. sumber mata air sungai sangkup yang berada di Kabupaten
i

Bolaang Mongondow dan Kota i Kotamobagu dengan debit +

3O.OOO liter/detik; dan i

rencana pengembangan Sumber Mata Air (SMA) Temboan dengan
debit + 4O liter/detik; dan 

i
:f. rencana pengembangan sumber Mata Air (sMA) Bukaka dengan

debit + 80 liter/detik;

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hunrf c

a. Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kota meliputi, DI Eleba-
Upai/Genggulang seluas kurang iteuftr 15o hektar, DI Molinow
Pompang I,II seluas kurang lebih itso hektar, DI Bonodon seluas

' kurang tebih 45 hektar, DI Dayanan-sampana seluas kura:rg
lebih 44 hektar, DI Lumoring seluas kurang lebih 4s hektar, DI
Pinoba Biga seluas kurang lebih 28 hektar, DI pontodon seluas
kurang lebih 28 hektar; DI Kobo Kecil seluas lmrang lebih 70

Hektar; dan

b. rencana pengembangan Daerah Irigasi (DI) meliputi DI
Mayangkara seluas kurang lebih 26 hektar dan DI Inanipon
seluas lmrang lebih 40 hektar.

Pengembangan Sistem jaringan irigasi dilakukan melalui
pengembangan bendung untuk pelayanan kurang lebih 2s2l
(dua ribu lima ratus dua puluh satu) hektar di Desa poyowa

Besar II Kecamatan Kotamobagu selatan, kurang lebih L4T6

0
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(seribu empat ratus tttiuh puluh enam) hektar di saluran irigasi
Tangaton-T\rmubui-Pangi-yuyak dan kurang rebih 6s0 (enam

ratus lima puluh) hektar di saluran irigasi Katulidan-Sinantakan;
b. pengembangan bendung Moayat -j pawak untuk pelayanan 1.3g6

hektar; 
ic. pengembangan bendung Katutidan - sinantakan di Kabupaten

Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu untuk petayanan 6so
hektar; 

i

d. pengembangan bendung Tangatorr - Tumoboi - pangr - yuyak

untuk pelayanan 1.476 hektar; 
i
:

e. pengembangan saluran irigasi primer moayat-pawak sepanjang

kurang'lebih 1,85 Km (satu koma,delapan puluh lima kilometer).
Rencana pengembangan saluran irigasi katulidan-sinantakan
sepanjang kurang lebih 0,768 I(m (nol koma tujuh ratus enarn
puluh delapan kilometer); dan i

if. pengembangan saluran irigasi tangaton-tumubui-pang-nryak
sepanjang kurang lebih 1,62 Krni (satu koma enam puluh dua
kilometer).

g. saluran irigasi primer Moayat - pawak sepanjang + l,g5 km
h. saluran irigasi primer Katulidan Sinantakan di Kabupaten

Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu sepanjag+ 0,T6g km
i. saluran irigasi primer Tangaton - Ttrmoboi pangr - yuyak

sepanjang + 1,62rn
j. saluran irigasi sekunder Moayat - pawak sepanjang + 14,93 krn
k. saluran irigasi sekunder Katulidan - sinantakan di Kabupaten

Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu sepanjang + S,4Z krl
l. saluran irigasi sekunder Tangaton - Tumoboi - pangi - yuyak

sepanjang + 8,95 km

Pengembangan jaringan air baku unhrk air minum meliputi:
a. pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air

permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah; dan
b. sistem jaringan sumber daya air dipadukan dengan spAM untuk

menjamin ketersediaan air balm.

Infrastruktur
PaEal 2()

perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g

d meliputi :

a

Sistem penyediaan air minum kota;
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lolaan air limbah kota;

kota;

drainase kota;

proteksi kebakaran.

Pasal 21

penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud dalam

20 huruf a meliputi:

perpipaan; dan

bukan perpipaan.

perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
oleh unit produksi terdiri atas:

i pengolahan air minum di Desa Kobo Kecil dengan

paling sedikit 20 lldt yang bersumber dari air sungai

,

i Mata Air Sia terletak di Desa Sia dengan kapasitas total

sedikit 20 l/detik;
i Mata Air Mobalang di Desa Poyawa Besar II Kecamatan

Selatan, dengan kapasitas paling sedikit 10 l/dt;
Mata Air di Bukaka di Desa Pontodon Timur Kecamatan

Utara, dengan kapasitas sebesar paling sedikit 250

dt; dan

bukan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

unhrk melayani wilayah yang belum terjangkau oleh

perpipaan dengan air minum yang bersumber pada air tanah

ididapat melalui penggunaan sumur gali dan/atau sumur bor.

pengembangan sistem penyediaan air minum kota,

.bangan sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan

perpipaan sesuai skala pelayanan masing-masing secara

memenuhi kebuhrhan masyarakat Kota Kotamobagu;

Sistem penyediaar,r air minum mengacu pada

Air inum Kota Kotamobagu yang berlaku;

penyediaan air minum pada tahun 2031 mencapai

I

lebih 449 (empat ratus empatpuluh sembilan) liter per

.c.
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d. program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di

Kotamobagu terbagi atas:

1. program jangka pendek dari tahun 2OLl sampai tahun 2016

bempa penambahan volume air minum sebesar lebih kurang

160 (seratus enam puluh) liter per detik;

2. progr€rm jangka menengah dari tahun 2Ol7 sampai tahun

2O2L berupa penambahan volume air minum sebesar lebih

lmrang 1OO (seratus) liter per detik; dan

3. prograrn jangka panjang dari tahun 2021 sampai tahun 2031

berupa penambahan volume air minum sebesar lebih lmrang

1OO (seratus) liter per detik.

pemanfaatan sumber air di Desa Pontodon Timur yang

dimanfaatkan oleh PDAM Bolaang Mongondow

perencanaan sistem jaringan penyediaan air minum hanrs

dilakukan melalui studi kelayakan teknis, maupun mekanisme

kajian lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan perizinan

yang berlaku dan sesuai syarat mutu baku air; dan

persyaratan sistem penyediaan air minum dari air tanah dangkal

dan air tanah dalam diatur lebih tanjut dengan perattrran daerah.

Pasal 22 ,

Sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 huruf b adatah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

yang terletak di Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah kota meliputi:

a. sistem pengelolaan air limbah setempat pada daerah

berkepadatan rendah sampai sedang.

b. sistem pengelolaan air limbah terpusat pada daerah

berkepadatan tinggr dan sangat tinggr.

c. pengembangan IPLT di Desa Poyowa Kecil Kecamatan

Kotamobagu Selatan;

d. sistem pengolahan limbah padat dan cair yang berasal dari

rumah tangga diolah melalui sistem pengolahan individual atau

komunal yang bersifat sederharia/konvensional sampai batas

kualitas airnya memenuhi BiochEmical Orygen Demand. (BOD)

urrtuk selanjutnya dialirkan ke salirran drainase;

e. sistem pengolahan limbah padat dan cair yang berasal dari

atau

I

industri diolah melalui sistem i pengolahan individual

(21
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komunal yang berupa IPAL sampai batas kualitas airnya

memenuhi BOD (Biochemical Oxygen Demand) untuk
selanjutnya dialirkan ke saluran drainase;

penyediaan dan peningkatan prasarana pengelolaan limbah
(IPAL) pada fasilitas kesehatan, meliputi:
1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kotamobagu di

kelurahan Pobundayan kecamatan Kotamobagu Selatan ;

2. Rumah Sakit Monompia di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan

Kotamobagu Barat

3. Rumah Sakit Kinapit di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan

Kotamobagu barat;

4. Rumah sakit Islam Moonow di Kelurahan Mongkonai Barat

Kecamatan Kotamobagu Barat;

5. Seluruh Puskesmas, Klinik, Klinik Bersalin dan fasittas
kesehatan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Kota
Kotamobagu.

g. sistem pembuangan air buangan rumah tangga (sewerage) untuk
industri, hotel, rumah makan, dan rumah tangga dikembangkan

dengan menggunakan sistem pengolahan sanitasi setempat (on

site sanitation);

h. sistem pembuangan air buangan rumah tangga (sewerage) bagr

kompleks perumahan ban dikembangkan dengan menggunakan

sistem pengolahan sanitasi terpusat (offsite sanitationl; dan
penyediaan dan peningkatan prasarana pengelolaarr timbah

; (IPAL) pada pasar linglnmgan/tradisional maupun pasar modern
(pasar tradisional di Desa Poyowa Besar, Kelurahan Genggulang

dan Desa Moyag Tampoan.

Pasal 23 i

sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf c terdiri atas: 
i

a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary tandfiU dt

Desa Poyowa Kecil Kecamatan . I(ot *ob"g, Selatan dan di
:

Kelurahan Mongkonai Barat Kecamatan Kotamobagu Barat; dan
b. Tempat Penampungan Sementara i$PS) di setiap Kelurahan;

Rencana pengembangan sistem persampatran kota, meliputi:
a. pengembangan pola operasi pewailahan individu dan pewadahan

c

komunal;

G,i



gktrtan sampah dilakukan dari transfer depo dan wadah
ke TPA dan untuk pengumpulan langsung dari

sampah besar dibawa langsung ke TpA; dan
sampah mulai dari sumber sampah dengan

. prinsip 3R (reuse, redue, reqclel.

Pasal 24

drainase kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf

primer berupa sistem saluran drainase yang melewati
.Ialan Diponegoro Kelurahan Biga, Jaran Adampe Dolot

Mogolaing, dan Jalan AKD Kelurahan Mongkonai
Barat Jalan Kolonel Sugiyono Kelurahan Kotobangon, Jalan
Jhoni Suhodo Kelurahan Kotabangon dsb;

saluran seli:under berupa sistem saluran drainase yang
dikembangkan mengikuti sistem jaringan jalan; dan
saluran tersier bempa sistem saluran drainase pada jalan-jalan
lingkungan. ,

sistem jaringan drainase dikembangkan sejalan dengan
pembangunan jaringan jalan baru dan/atau menambahkannya
pada jaringan jalan eksisting ygng belum dilengkapi saluran
dengan saluran drainase;

b. daerah-daerah yang berbentuk secara alamiah seperti lembah
dan cekungan akan dioptimeilkan perencanaannya untuk
menjadi daerah resap€u1 air sehingga memiliki kontribusi dalam
pelestarian air tanah; i

i

perencanaan pengembangan sistem drainase akan mengacu pada
persyaratan teknis resmi yang ditetapkan oleh pemerintah atau
Pemerintah Daerah yang ditaksanakan melalui studi kelayakan
teknis; dan

pembangunan sistim drainase
prioritas yang mengacu pada

Kotamobagu yang berlatm. I

dilaksanakan berbasis skala

Masterplan Drainase Kota

0
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kota, meliputi:
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Pasal 25

dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud
Pasal 22 huruf e meliputi Jalan Ahmad yani, Jalan Ibolian, dan
Kartini sepanjang 1,1 (satu koma satu) kilometer.

jalur evakuasi

Pasat 26

bencana menuju pada kawasan evakuasi di
sebagaimana dimaksud pada pasal 22 humf fKota Kotamobagu

Jalur jalan Diponegoro, Jalan Ahmad yani, Jalan Adampe Dolot, dan

Manoppo.

Jalan Gatot Subroto; dan

i. Jalur Jalan s. Parman, Jalan Brigien Katamso, Jalan DC.

Paset 27 i

m proteksi kebakaran diwilayah kota sebagaimana dimaksud dalam
22 huruf g diatur dengan cara:

sistem proteksi kebakaran kota meliputi sistem proteksi aktif dan
sistem proteksi pasif;

proteksi aktif dilaksanakan dengani pengembangan jaringan air
kebakaran dan hydran kebakaran serta ketersediaan dan kesiapan
kendaraan pemadam kebakaran beserta tim pemadam kebakaran;
sistem proteksi pasif, dilaksanakan dengan menerapakan standar
minimal resiko kebakaran bangunan dan lingkungan pada peraturan
tentang perijinan bangunan; 

i

penylapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran meliputi:
1. mobil pemadam kebakaran minimai sebanyak g unit berkapasitas

sekitar 3OOO liter sampai tahun 2O3L;
2. mobil tangga kebakaran minimal I buah dengan tinggr minimal 16

m;

3. Pos Pemadam Kebakaran minimal 2 lokasi sampai dengan tahun
2031; dan

4. hydran kebakaran sekitar 250 buah sampai tahun 2031 dengan
kapasitas debit minimal B0 liter/detik,

0
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BAA IV

RENCAITA PIOI/\ RUAITG WTLI\YAII KOTA

:

Bagian Kesdtu

Umum

Pasal 28
Rencana pola ruang wilayah kota meliputi :

a. kawasan lindung; dan i

b. kawasan budi daya.

(21 Kawasan lindung sebagaimana diniaksud pada ayat (1) huruf a

terhadap kawasan

terdiri atas:

a. kawasan yang memberikan perlindungan

bawahannya;

b. kawasan perlindungan setempat;

c. ruang terbuka hijau kota; dan

d. kawasan rawan bencana.

(3) Kawasan budi daya sebagaimaga dimaksud pada ayat (1) butir b
:

terdiri atas : 
i

a. kawasan peruntukan perumahani

b. kawasan peruntukan perdangan dan jasa;

c. kawasan peruntukan perkantoran;

d. kawasan peruntukan industri;

e. kawasan peruntukan pariwisata;

f. ruang terbuka non hijau;
g. ruang evakuasi bencana;

h. kawasan per-r.rntukan ruarng bagi kegiatan sektor informal;

i. kawasan peruntukan pertanian dan perikanan;

j. kawasan peruntukan pertambangan;

k, kawasan peruntukan pelayan€rn umum; dan

1. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

(4) Rencana pola ruang wilayah kota Kotamobagu digambarkan dalam

peta dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:25.000 sebagaimana

tercantum dalam L^ampiran II yang merupakan bagian tidak

e
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:

Bagian Kedua

Kawasan Ltndung

Pasal 29
I

yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

'bagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21 huruf a bempa

/.rq,Pcur clll . 
I

resapan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

pkan di: 
I
',

Kecamatan Kotamobagu Barat di Kelurahan Mongkonai Barat;

Kecamatan Kotamobagu Timur, tersebar di Kelurahan Motoboi
Besar, Kelurahan Kobo Besar dan Desa Moyag;

Kecamatan Kotamobagu Utara: tersebar di Desa Sia, Desa

Pontodon dan Desa Upai; dan

; Kecamatan Kotamobagu selatan: tersebar di Desa Kobo Kecil,

Desa Poyowa Besar II, Desa Bungko dan Desa poyowa Kecil.

kawasan yang memberikan perlindungan kawasan

mengembangkan stmkhrr alami dan buatan untuk mencegah

timbutnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi
hidrologis tanah di kawasan hutan lindung sehingga ketersediaan
unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan dapat terjamin;
mengendafikan wilayah terbangun untuk memberikan mang
yang cu}mp bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air
unhrk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan
penanggulangan banjir, baik unturk kawasan bawahannya

maupun kawasan yang bersangkutan; dan

melindungi daerah-daeratr resapan air yang telah berkembang

menjadi kawasan budi daya dengan meny€suaikan kawasan

sempadan pada daerah yang belum terbangun.

Pasal 3()

perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam
28 ayat (2) hun-f b meliputi:

sungai; dan

sekitar mata air.

sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hurlf a

0

}:urang lebih 412 hektar ditetapkan sebagai berikut :

i



sempadan sungai besar, yang imeliputi Sungai Moayat dan

Sungai Ongkag, yang berada di luar wilayah permukiman,

sebesar 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan

sempadan sungai kecil, yang meliputi Sungai Poyowa, Sungai

Katulidan, Sungai Dayanan, Sungai Kotobangon, Sungai

Bonodon, Sungai Yuyak, Sunggr Kope dan Sungai Tambayo

sebesar 5 (lima) meter untuk dalam kawasan permukiman dan

50 (limapuluh) meter di luar kawasan permukiman, dari tepi

sungai.

sekitar mata air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

b seluas kurang lebih O.OS hektar di Desa Sia Kecamatan

Utara.

kawasan perlindungan setempat meliputi:

menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari

kegiatan manusia yang dapat mengga.nggu dan merusak kuatitas

air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta

mengamankan aliran sungai;

menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air
,dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak
rkualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya; dan

menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya

hutan kota untuk melindungi .kota dari polusi udara dan

kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian

lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan

;r upala pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai

estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di

kota.

Pasal 31

terbuka hliau (RTH) sebagaimana dimaksud

huruf c yang ditetapkan di Kota Kotamobagu

:rdBD RTH Privat dengan luas paling kurang

Kota Kotamobagu.

, terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (l),

Pub[k dengan luas paling kurang 2Oo/o dari luas wilayah Kota

dalam Pasal 28

terdiri dari RTH

3O% dari luas

t,

t dengan luas paling kurang 10% dari luas wilayah Kota

ffi
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RTH Publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (21 huruf a,

meliputi:

a. RTH Taman Lingkungan/RT/Rw seluas kurang lebih 35,4 (tiga

puluh lima koma empat) hektar terletak tersebar d.isetiap

lingkungan RT/RW;

b. RTH Taman Kota seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar
terletak di Kelurahan Kotabangon, Kelurahan Mogolaing,
Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Biga, Kelurahan motoboi Kecil
dan Desa Moyag;

c. RTH Hutan Kota seluas kurang lebih 6TT (ena;gr. ratus tujuh puluh
tujuh) hektar terletak di Kelurahan Mongkonai, Mongkonai Barat,
Molinow, Moyag, Moyag Todulan, pontodon, Sia, Kobo Besar,

Poyowa Kecil, Motoboi Besar;

d. RTH Kebun Raya Kota seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar
terletak di Desa Bungko, Sia dan Moyag;

e. RTH Taman Kecamatan seluas kurang lebih 11,1 (sebelas koma
satu) hektar terletal< disetiap Kecamatan;

f. RTFI Taman Resting Area seluas kurang lebih 1o,l (sepuluh koma
satu) hektar terletak di Kelurahan Mongkonai, Moyag Todulan dan
Bilalang II;

g, KIH Kawasan Agrowisata seluas lmrang lebih 555 (lima ratus lima
puluh lima) hektar terletak di Desa poyowa Besar I, poyowa Besar
II, Pontodon, Sia, dan Moyag;

h. RTH Median Jalarr seluas kurang lebih 6,6 (enam koma enam)
hektar terletak di Kecamatan Kotamobagu Barat, Selatan dan
Timur; 

i

i. RTH Jalur Hijau pada sisi jalan seluas kurang lebih 2gg,4 (dua
ratus delapan puluh delapan kbma empat) hektar, terletak
menyebar di seluruh wilayah kota; i

j. RTH Jalur Hijau Jalan pejalan Kakr seluas kurang lebih 13,s (riga

belas koma lima hektar) terletak di Kelurahan Kotamobagu,

Kelurahan Gogagoman, Desa poyowa Besar I, Desa poyowa Besar
II, Kelurahan Biga, Desa Moyag Todulan;

k. RTH Sempadan Sungai seluas kurang lebih lor,2 (seratus tujuh
koma dua) hektar tersebar di sekitar sungai;

l. RTH Sempadan Mata Air seluas kurang lebih 100,6 (seratus koma

t

enam) hektar tersebar di sekitar mata air;
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RIH Kawasan Resapan Air seluas kurang lebih 5r4 (lima ratus
empat belas) hektar terletak di Desa Sia, Desa pontodon, Desa
Moyag, Kelurahan Moyag Todulan, Desa Bilatang I, Bilalang II,
Kelurahan Molinow;

RTH Pemakaman umum seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar,
terletak menyebar di seluruh kecamatan; dan
FrrH lapangan olah Raga/ Lapangan Terbuka seluas kurang lebih
49,89 (empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan)
hektar terletak tersebar di semua Kecamatan.

privat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (21 huruf b,
meliputi:

RTH pekarangan nrmah seluas kurang lebih 1l 13 (seribu seratus
tiga belas) hektar;
RTH kawasan peruntukan perdagangan dan Jasa seluas kurang
lebih 31 (tiga puluh satu) hetrtar;
RfH kawasan Efektif pariwisata seluas kurang lebih 344,3 (tiga
ratus empat puluh empat) het<tar;

d. RTH kawasan peruntukan Industri dan pergudangan seruas
kurang lebih 406,2 (empat ratus enam koma dua) hektar;

e' RTH kawasan peruntukan Perttrhanan dan Keamanan seluas
kurang lebih 18,1 (derapan belas rior.ra satu) hektar;

f. RTH kawasan peruntukan pendidikan seluas kurang lebih 4l
(empat puluh satu) hektar; 

i

g. trlIH kawasan peruntukan perkaritoran seluas kurang lebih 16,2
(enam belas koma dua) hektar;

h. RTH kawasan peruntukan Kesehatan seluas kurang lebih g,3
(sembilan koma tiga) hektar; 

:

i. RTH kawasan peruntukan peribadatan seluas kurang lebih 19,6
(sembilan belas koma enam) hektar;

j. RTH kawas€ul pemntukan Terminat seluas kurang lebih 13 (tiga
belas) hektar; dan

k. RIH kawasan peruntukan
hektar.

TPA seluas kurang lebih 1O (sepuluh)

Ruang terbuka hiiau dikembangkan tersebar di:
Kecamatan Kotamobagu Barat dengan luas kurang lebih 2si6zo/o
(duapuluh lima koma enam tujuh persen) terhadap luas wilayah
kecamatan;

0
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Kecamatan Kotamobagu Timur dengan luas kurang lebih lcl,l9o/o

(limapuluh satu koma satu sembilan persen) terhadap luas wilayah

Kecamatan Kotamobagu

(enampuluh enam koma

kecamatan; dan

d. Kecamatan Kotamobagu

(tujuhpuluh tiga koma

kecamatan.

Utara dengan luas lmrang lebih 66,060/o

nol enam persen) terhadap luas wilayah

Selatan dengan luas kurang lebih 73,05o/o

nol lima persen) terhadap luas wilayah

Pasel 32,
i

Kawasan rawan bencana alam sebagc.imana dimaksud dalam Pasal

28 ayat (2) hurl.f d meliputi:

a. kawasan rawan gempa bumi;

b. kawasan rawan gerakan tanah dah patahan;

c. kawasan rawan longsor

d. kawasan rawan bencana letusan gunung berapi.

Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi seluruh wilayah kota

Kawasan rawan gerakan tanah dan patahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b melintasi Kelurahan Molinow, Mogolaing,

Sinindian, T\rmubui, Kobo Besar dan Motoboi Besar, seluas limrang

lebih 628 Hektar 
i

Kawasan rawan longsor sebagaim"rr"iai*.tsud pada ayat (1) huruf c
i

terletak di kelurahan Moyag seluas krlrang lebih 273 hektar.

Kawasan rawan bencana letusan i gunung berapi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c rrreliputi kawasan di Kelurahan

Moyag dan Moyag Todulan di Kecamatan Kotamobagu Timur seluas

kurang kebih 322 Hektar.

Baglan Kettga

Kawasan Budl Daya

Pasal 33

Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (3) huruf a ditetapkan tersebar pada wilayah - wilayah

kota dengan rincian luasan sebagai berikut:

a. kawasan peruntukan perumahan di Kecamatan Kotamobagu

Barat seluas kurang lebih 716 (tujuhratus enarn belas) hektar;

3



kawasan peruntukan

seluas kurang lebih

dua dua) hektar;

kawasan peruntukan

seluas kurang lebih

hektar; dan

d. kawasan peruntukan

Selatan seluas kurang

hektar.

perumalian Kecamatan Kotamobagu

lebih 568 ([maratus enampuluh delapan)

Kawasan peruntukan pemmahan di urilayah Kotamobagu meliputi:
1

a. kawasan perumahan kepadatan 
lfuggt 

dengan jumlah hunian

lebih dari 60 (enam puluh) unit hunian per hektar ditetapkan di:

1. Kecamatan Kotamobagu Barat meliputi Kelurahan

Kotamobagu, Kelurahan Gog4goman, Kelurahan Mogolaing

dan Kecamatan Kotamobagu (Jtara meliputi Kelurahan Biga,

Desa Bilalang I, Desa Bilalang it; dan

2, Kecamatan Kotamobagu Timirr meliputi Kelurahan Matali,

Kelurahan Kotobangon.

b, kawasan perumahan kepadatan sedang dengan jumlah hunian

antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) unit

hunian per hektar ditetapkan di:

1. Kecamatan Kotamobagu Barat meliputi Kelurahan Molinow,

Kelurahan Mongkonai Barat, dan Kelurahan Mongkonai;

2. Kecamatan Kotamobagu Utara meliputi Kelurahan

Genggulang dan Desa Pontodon;

3. Kecamatan Kotamobagu Selatan meliputi Kelurahan Motoboi

Kecil, Kelurahan Pobundayan, Kelurahan Mongondow, Desa

Tabang, Desa Poyowa Besar [, dan Desa Poyowa Besar Ii; dan

4, Kecamatan Kotamobagu Timur meliputi Kelurahan Motoboi

Besar, Kelurahan Tumubui, Kelurahan Sinindian, dan Desa

Kobo Kecil;

c. kawasan perumahan kepadatan rendah dengan jumlah hunian

kurang dari 30 (tiga puluh) unit hunian per hektar ditetapkan di

1. Kecamatan Kotamobagu Utara meliputi Kelurahan

Genggulang Dan Sia;

2. Kecamatan Kotamobagu Selatan meliputi Desa Bungko,

Poyowa Kecil Dan Kopandalcant- d"r,
3. Kecamatan Kotamobagu- Timur (Kelurahan Kobo Besar,

-38-

pemmahan Kecamatan Kotamobagu Timur

757,22 (tujuhratus limapuluh tujuh koma

I

perumahan :Kecamatan Kotamobagu Utara

306,02 (ti$aratus enam koma nol dua)

a
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Moyag, Moyag Tampoan, Dan iMoyag Todulan.
i

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perumahan meliputi:
a. mengembangkan fungsi perkotrian berdasarkan arahan yang

ditetapkan dalam hirarki pusat-pirsat perumahan;
b. mengembangkan sarana dan prasarana perumahan perkotaan

dan kelurahan untuk memacu percepatan pembangunan wilayatr
sekitar;

c. meningkatkan interaksi ruang antara perkotaan dengan

kelurahan yang selaras dan optinial;

d. mengembangkan kawasan perumahan pada ?nnaaman bencana;

dan i

e. membuat arahan dan mekanisrhe pengendalian pembangunan

untuk menjamin perumahan dibangun pada kawasan aman
bencana.

Pasal 34
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b ditetapkan tersebar pada wilayah -
wilayah kota dengan rincian luasan sebagai berikut;

a. Kecamatan Kotamobagu Barat seluas kurang lebih 23 (dua puluh
tiga) hektar;

b. Kecamatan Kotamobagu Timur seluas kurang lebih 13 (tiga belas)
hektar;

c. Kecamatan Kotamobagu utara seluas kurang lebih 1o (sepuluh)
hektar; dan

d. Kecamatan Kotamobagu Selatan seluas kurang lebih 14 (empat

belas) helrtar.

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di wilayah Kota

Kotamobagu meliputi:

a. pasar lingkungan/tradisional di Kelurahan poyowa Besar

Kecamatan Kotamobagu selatan, Kelurahan Genggulang

Kecamatan Kotamobagu Utara, dan Desa Moyag Tampoan
Kecamatan Kotamobagu Timur;

b. toko modern yang terdiri atas:

1. toko dan pertokoan/ruko dikembansk"o tersebar di seluruh
wilayah kelurahan;

2, supermarket diaratrkan di Kecamatan Kotamobagu Barat; dan
3. minimarket dapat tersebar di tiap kelurahan dengan syarat

I



berjarak minimal 2 (dua) kilomiter dari pasar tradisional.

pusat perbelanjaan skala kota i dan regional di Kelurahan

Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat;

jasa penginapErn hotel tersebar di Setiap kecamatan; dan

pusat perdagangan agribisnis produk pertanian tanaman pangan

dan produk pendukungnya diarahkan di Desa Moyag Todulan

Kecamatan Kotamobagu Timur, dan Desa Poyowa Kecil

Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Pasal 35

Kawasan perunhrkan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (3) hunrf c meliputi dari perkantoran swasta dan

perkantoran pemerintah.

Kawasan peruntukan perkantoran swasta diarahakan di Kelurahan

Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat,

Kawasan peruntukan perkantoran pemerintah meliputi:

a, kawasan perkantoran Pemerintah Kota Kotamobagu di Kelurahan

Kotamobagu dan Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu

Barat dan Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Tirnur,

b. kawasan perkantoran DPR di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan

Kotamobagu Barat;

c. kawasan perkantoran SKPD lainnya berada di Kelurahan

Mogalaing Kecamatan Kotamobagu Barat;

d. kawasan perkantoran instansi vertikal di Kelurahan Kotobangon

Kecamatan Kotamobagu Timur

e. kawasan perkantoran kecamatan di setiap pusat Kecamatan; dan

f, kawasan perkantoran kelurahan di setiap kelurahan,

Kawasan perkantoran dengan skala pelayanan regioanal diarahkan

di Kecamatan Kotamobagu Barat dan Keclmatan Kotamobagu

Selatan.

Pasal 36

Kawasan peruntukan industri untuk industri kecil dan menengah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d tersebar

pada wilayah - wilayah kota dengan rincian sebagai berikut:

Kecamatan Kotamobagu Timur seluas kurang lebih 8 (delapan)

a

hektar; dan



-41-

b. Kecamatan Kotamobagu Selatan seluas kurang lebih 6 (enam)

hektar.

Kawasan peruntukan industri meliputi:

a. industri pengolahan makanan terkonsentrasi di Desa Moyag

Tampoan, Desa Moyag Todulan, Desa Moyag, Desa Poyowa Besar

I, Kelurahan Matali, dan Kelurahan Motoboi Kecil, Kelurahan

Mongondow,

b. industri pengolahan ka5ru terkonsentrasi di Desa Tabang; Desa

Moyag Tampoan, Desa Moyag; dan

c. industri perbengkelan terkonsentrasi di Desa Moyag Todulan,

Desa Moyag; Desa Kopandakan I;

industri pertanian dan pergudangan terletak di Desa Moyag Todulan,

Kelurahan Tumobui, Desa Poyowa Besar I, Kelurahan Kobo Kecil,

Desa Poyowa Besar II, Kelurahan Mongondow, Desa Poyowa Kecil,

Desa Kopandakan Ir Kclurahan Mongkonai dan Kehlraha*

Gogagoman.

Arahan- pengelolaan- kawasan- peruntukan- iadus.tri- rneliputi :

a. penanganan produk-produk industri berbasis bahan bdru lokal;

b' rnendorong masulerya irrvestasi rnelalui kepasti.an regulasi dan

kemudahan perizinan;

c. pengernbangan jar:ingan pemasararl produk-produk industri;

d. mengarahkan pengembangan kegiatan industri di lokasi kawasan

industri;

e. mengembangkan keterkaitan industri dengan pertanian dalam

bentuk agro industri;

f. pengembangan industri dilakukan dengan mekanisme

pengendalia+ dampak lingkungalr untuk menjaga kelestarian

lingkungan hidup; dan 
ig. menyediakan prasarana dan i sarana pendukung dalarn

mendorong kegiatan industri.

, P"sal 37 
i
I

Kawasan pemntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal
:

28 ayat (3) huruf e di wilayah Kota Kotamobagu terdiri atas kawasan
I

peruntuk€n pariwisata alarn dan kawasart peruntukan pariwisata

buatan. 
i

Kawasan- perrrntrrkan pariwisata alam adalah; berupa: hutan- kota;

kebun binatang mini, camping grc,und., diaratrkan di Desa Sia
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(kecamatan Kotamoba-gu utara), Kelurahan Mongkonai Barat
(Kecamatan Kotamobagu Barat), dan Kelurahan Motoboi Besar

(Kecamatan Kotamobagu Selatan), dart wisata air tedun diarahlran di
Desa Kobo Kecil (Kecamatan Kotamobagu Timur).
Kawasan pemntukan pariwisata buatan berupa wisata belanja; dar.r

rekreasi anak terkonsentrasi di Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan
Mogolaing pada l(ecamatan lfutamobagu Barat dan Desa Tabang
pada Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
a. melakukan pengembangan yang terkoordinasi antar instansi

untuk mencapai sinergi yang optimal dalam pengembangan

kawasan pariwisata sebagai satu kesatuan dalam perwilayahan

pengembangan pariwisata;

b. memberi kesempatan yang luas kepada setiap masyarakat agar
kreatif darr inovatif dala-n+ rnengernbangkanr kegiatan dan
kawasan pariwisata di wilayah kota; dan

c. mernberi duln"lngan- sarana dan prasana pendukung pada

kawasan pariwisata

Pasal 38 i

Ruang Terbuka Non Hijau' sebagaimlana dirnaksud dalam pasal 2g

ayat (3) huruf f di wilayah Kota Kotartobagu meliputi:
A; kawasan ruang terbuka non hiiau terdiri atas kolam, praa,

lapangan olahraga yang di perkeras, trotoar, lapangan parkir
tersebar di- rnasing-masing kecarnatan ;

b. kolam budi daya terkonsentrasi di Kecamatan Kotamobagu Timur
dan Kecarnatan Kotamobagu Selaqan;

:

c. plaza terkonsentrasi di taman kota dan taman kecamatan;

d' lapangan olahraga yang diperkeras (lapangan tenis atau
sejenisnya) terkonsentrasi di masing-masing kecamatan;

B; trotoar di kiri dan kanan jalan arteri dart jalan kolektor; dan

f. lapangan parkir menyatu dengdn pusat perdagangan, pusat
perkantoran-dan-pasan:. 

i

Arahan pengelolaan rurang terbuka non hijau meliputi:
:;,&; rnengernbangkanr kawasan mar.lg terbr*ka Ron hijau yang

dilengkapi dengan unsur vegetasi;

man8 terbuka non- hijau dapat dimanfaatkan- untuk- kegiatan
fungsi sosial dan ekonomi;

3
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c. rrdng terbuka non hijau memiliki nilai tanbah menur{arrg
estetika kawasan; dan

d. ruang terbuka non hijau dikembangkan sebagai lokasi evakuasi
bencana.

Pasal 39

evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 2g ayat (3)

g meliputi :

Taman I(eturahan di l(eluratran Mongkonai, I(opandalran, Motoboi
Kecil, Matali, Mogolaing, Motoboi Besar, Bilalang, T\rmubui, pontodon;

Gelanggang olahraga kotamobagu; dan
lapangan olahraga publik yang ada di kotamobagu.

pemntukan bagr

pada Pasal 28 ayat

Pasaf /+O 
i

kegiatan sektor informal sebagaimana

(3) huruf h di wilayah Kota Kotamobagu

kan pedagang kaki lima dengan penataan khusus untuk
i kumuh dapat tersebar di Kelurahan Molinow (Kecamatan

:bagu Barat), Kelurahan Genggulang (Kecamatan Kotamobagu
i

Desa Poyowa Kecil (Kecamatan Kotamobagu Selatan).

i

Pasaf a1 i
:

Kawasan- perunftrkan pertanian sebagaimana dimat<sud pada. pasal

28 ayat (3) huruf i di wilayah Kota Kotamobagu meliputi:
a; k-awasart pertar*ryr tanarnan pangan seluas ln:rang lebih 3gg0

hektar terkonsentrasi di' Kecamitan Kotamobagu Timur dan
Kecarnatan Kotarnobagu Selatan; i

:

b. kawasan pertanian holtilarltura s€luas tebih kurang 23 hektar
terkonsentrasi di Kecamatan Kotarnobagu utara, Kotamobagu
Timur dan Kotamobagu Barat; dan

; kawasan perkebunan- berupa kebun kelapa seluas kurang lebi.h

125 hektar terkonsentrasi di Kecamatan Kotamobagu Timur dan
Kota*nobagr* Selatart

pengelolaan kawasan peruntukan pertanian meliputi:
penetapan lahan partanian pangan seluas * L.Zr 1,14 ha sebagai

lahan pertanian pangan berkelanjutan pP2Bl

meningkatkan produktifitas sawah dengan rnenerapkart teknologi
pertanian dan dukungan irigasi;

0
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memperkuat sinkronisasi dan koordinasi pembangunan antar
sektor dan antar kewenangan yang terkait dengan pengembangan
kawasan pertanian lahan basah; dan

mengoptimalkan pembangunan :untuk mencegah alih guna lahan
sawah beririgasi teknis menjadi penggunaan budi daya lain.

Kawasan peruntukan perikanan meliputi :

a. Kawasan peruntukan budidayai peritanan (budidaya air tawar)
terkonsentrasi di Kelurah"n fvfogofaing.

:

b. Kawasan industrialisasi perikanan di Desa poyowa Besar.

i

PaBaI 42
asan peruntukan pertambangan sebagaim€rna dimaksud dalam pasal

:

ayat (3) huruf j di wilayah Kota Kotamobagu bempa kawasan
ntukan pertambangan golongan komoditas tambang batuan berupa:

ir, kerikil dan batu yang diarahkan di Desa Kobo Kecil Kecamatan
bagu Timur dan Desa poyowa i ,..", I Desa poyowa Besar II

:

tan Kotamobagu selatan dan bahan timbunan pilihan (tanah) di
rahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan.

i

Pasaf 46
Kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (3) huruf k di wilayah Kota Kotamobagu
meliputi:

a. kawasan pendidikan;

b. kawasan kesehatan; dan

c. kawasan peribadatan.

Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a
terdiri atas:

a. kawasan pendidikan termasuk pendidikan luar biasa bempa Kober
(Kelompok Bermain), TK/RA, SD/MI, sLTp/MTs dikembangkan
terkonsentrasi di masing-masing kelurahan, SLTA/MA
dikembangkan terkonsentrasi di masing-masing kecamatan, dan
Perguruan Tinggr dikembangkan terkonsentrasi di Kecamatan
Kotamobagu utara (Kelurahan Biga dan Kelurahan Gengulang),
Kecamatan Kotamobagu Selatan (Kelurahan pobundayan dan
Keluarahan Mongondow), Kecamatan Kotamobagu Timur (Kelurahan
Kotobangun), Kecamatan Kotamobagu Barat (Kelurahan Mongkonai,
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i

Kelurahan Kotamobagu dan Kelurahlrn Mogolaing);

b. kawasan pendidikan luar sekolahi berupa tempat kursus atau
i

sejenisnya dikembangkan tersebar di setiap kecamatan;

c. kawasan penunjang pendidikan *ebudayaan dan pengetahuan
:

umum berupa Perpustakaan Kota, iMuseum, serta Balai Adat dan

sejenisnya dikembangkan di Kecamf. Kotamobagu Timur; dan

d. kawasan pusat kegiatan pemuda dan olah raga dalam skala kota

dan regional dikembangkan tirkonsentrasi di Kecamatan
:

Kotamobagu Barat dan KotamobaguiTimur.

(3) Kawasan kesehatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) huruf b

terdiri atas:

a. Rumah Sakit Umum (RSU) berada di Kelurahan Kotamobagu,

Kelurahan Mongkonai Barat, Kelurahan Biga;

b. Rumah Sakit Umum Type B berada di Kelurahan Pobundayan;

c. Rumah Sakit Bersalin dengan lokasi tersebar di masing-masing

kecamatan;

d. puskesmas menyebar di masing-masing kecamatan;

e. puskesmas pembantu, klinik bersalin dan posyandu menyebar di

masing-masing kelurahan; dan

f. praktek dokter dan apotik menyebar di masing-masing

kecamatan.

(4) Kawasan peribabatan terdiri dari mesjid menyebar di masing-masing

kelurahan, serta gereja, pura, vihara menyebar menumt konsentrasi

keberadaan umat masing-masing.

Pasat 44

Kawasan pemntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud

pada Pasal 28 ayat (3) huruf I di wilayah Kota Kotamobagu, meliputi:

a. Kawasan Pertahanan, terdiri atas:

1. Komando Distrik Militer (KODIM) 1303 Bolaang Mongondow,

terletak di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat;

2. Kompi Senapan 713 C Satya Tama terletak di Kelurahan

Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara;

3. Komando Rayon Militer (KORAMIL) Kotamobagu terletak di

Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur;

4. Komando Rayon Militer (KORAMIL) Passi terletak di Desa Bilalang I

Kecamatan Kotamobagu Utara;

0
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Keamanan, terdiri atas:

di Kelurahan

Kecamatan Kotamobagq Barat; dan

Kepolisian Sektor Kota yang tbrletak di setiap Kecamatan.
i

I

i

BAB V

PENETAPAN KAITASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 45

,wasan strategis kota terdiri dari kawasan strategis yang memiliki

strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kepentingan fungsi

daya dukung lingkungan hidup, dan kepentingan strategis

bernilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dengan

ekonomi cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan, setta

jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatart

i berada di Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Poyowa Besar

Kelurahan Moyag Tampoan, meliputi :

pusat pertokoan, jasa dan perdagangan umum yang terletak di

Kelurahan Kotamobagu; dan

pusat perdagangan khusus produk tanaman pangan beras

terletak di Desa"Kotamobagu" dan produk pendukungnya yang

Poyowa Besar II dan Desa Moyag Tampoan.

bernilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya

lingkungan hidup dengan karakteristik kawasan yang

perlindungan ekosistem yang harls di lindungi atau

serta kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

iklim makro berupa hutan kota berada di Kelurahan

i dan Desa Sia.

bernilai strategis dari sudut kepentingan pendidikart

pusat pendidikan tinggr dan politeknik agroindustri di

Biga dan Keluratran Ttrmubui dan Kelurahan Kotobangon.

sasi Kawasan Strategis Kota atran ditindaklanjuti

Perattrran Daeratr tentang RDTR dan Peraturan Zonasi di

I(awasan Strategis Kota di selunrh Wilayah Kota Kotamobagu.

kawasan strategis kota digambarkan dalam peta dengart

t ketelitian paling kecil 1:25.000 sebagaimana tercantum
i

Lampiran III yang merupakah bagian tidak terpisahkan dari

t

Daerah ini.
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Pasat 4,6

kawasan strategis kota seperti tersebut di atas dilaksanakan

pembangunan dan pengembaulgannya dapat difokuskan kepada

pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan

peraturan tersendiri, maupun usul pemerintah daerah;

pembangunan dan pengembangannya dapat diarahkan pada kawasan

sekitarnya yang berdampak positif pada kawasan strategis yang

bersangkutan;

pola pemanfaatannya melalui kegiatan pembangunan yang

berorientasi memanfaatkan sumberdaya alam yang dirniliki dan
pemberdayaan kapasitas kawasan secara optimal;
pengendaliannya melalui kegiatan pembangunan yang mengarahkan

kawasan strategis ke arah perkembangan dan pertumbuhan yang

diharapkan;

memfungsikannya melalui kegiatan pembangunan yang diarahkan

agar kawasan strategis tersebut berjalan sesuai perkembangan yang

terbentuk sebelumnya;

perasiannya melalui kegiatan pembangunan yang rnengarahkan
i dan peran utama kawasan strategis tersebut;

melalui kegratan pembangunan yang

rtahankan keberadaan kawasan strategis pada potensi yang

melalui kegiatan pembangunan yang dapat

kegiatan utarna atau sumberdaya pada kawasan strategis;

kerusakan fungsi lindung melalui kegiatan pembangunan

rnemperkeeil resiko kerusakan :lingla-rngan kawasan strategis;
:

i

melalui k€giata+l pembang,ui+ra+ yang dapat meni+rgka.t-ka+r
i

dan memberdayakan peran dan fungsi kawasan strategis.

t
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BAB VI

ARAI{AN PEMAI{FAATAN RUAITG UILAYATI KOTA

Bagtan Kesatu

Umum

Arahan pemanfaatan rua.ng wilayah kota merupakan upaya

perwujudan rencana tata. ruang berpedoman pada rencana struktur
ruang dan pola mang yang dijabarkan ke dalam indikasi prograrn

utama penataan/pengembangan kota dalam jangka waktu

perencanaan 5 (tima) tahunan sampai akhir tahun perencanaat 20

(dua puluh) tahun yang disesuaikan berdasarkan skala waktu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Arahan pemanfaatan mang terdiri atas:

a. indikasi program utama;

b. indikasi sumber pendanaan;

c. indikasi pelaksana kegiatan; dan

d. waktu pelaksanaan.

Arahan pemanfatan ruang wilayah kota, meliputi :

a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah

ikota; : i

b. indikasi program utama perwujudarl rencana pola ruang kota;

dan

c. indikasi

kota.

progrulm utama perwujudan kawasan-kawasan strategis
i

i

Arahan pemanfatan ruang sebagairhana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan dalam 4 (ernpat) periode, meliputi:

a. periode I berupa Pembangunan JAngka Menengah (PJM) tahap 1

dari tahun 2OLL sampai tahun 2OL6;

b. periode II berupa PJM tahap 2 dari tahun 2016 sampai tahun

2021;

c. periode III berupa PJM

2026; d.at

d. periode IV berupa PJM

203L.

i

i

tahap 2 dan tahun 2O2l sampai tahun
i

:

tahap 2 dan tahun 2026 samPai tahun
i

Progrerm pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana

dimaksud pad^a ayat (3) ternrasuk jabaran aari ina*asi program

utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah tercantrrm

e
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dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagran Kedua

Indikasi Program Utama

Pasal 48

Indikasi program utama pemanfaatan ruang untuk perwujudan

struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4z ayat (3) huruf
a meliputi perwujudan pusat pusat pelayanan dan perwujudan

sistem prasarana.

Program perwujudan pusat pusat pelayanan dalam perwujudan

stmktur ruang yang terdiri dd, kegiatan perenc€u1aan RTBL

(Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan), perencanaan RDTRK

(Rencana Detail Tata Ruang Kota), dan Aktualisasi Foto Udara /c|r;a
Satelit.

(3) Program perwujudan sistem prasarana yang terdiri dari kegiatan
perenc€rnaan pola dasar pembangFnan prasarana, perencanaan

pembangunan sistem transportasi; pembangunan jaringan dan
:

penerangan jalan, pembangunan jaringan air bersih, pembangunan

infrastruktur persampahan, jaringan telekomunikasi, pembangunan
:

pusat penyediaan BBM dan ga", i infrastruktur drainase, serta
pembangunan sistem pemadam kebakaran.

i

i

Pasal 49 i

Indikasi progrern utama pemanfaatan ruang unhrk perwujudan pola

ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4T ayat (3) huruf b
meliputi program utama perwujudan Kawasan lindung dan program

utama perwujudan kawasan budi daya.

Progran utarna perwujudan kawasan tindung meliputi pembuatan

patok batas kawasan fungsi lindung, penghijauan sempadan sungai,

reboisasi kawasan terjal.

Program utama perwujudan kawasan budi daya meliputi
pembangunan perumab.an dan permukiman, pembangunan fasilitas
dan kawasan jasa & perdagangan, pembangunan perkantoran
pemerintah, pembangunan fasilitas pendidikan, pembangunan

fasilitas kesehatan, pembangunan kawasan industri, pembangunan

pertanian, pembangunan ruang terbuka hijau, pembanguna.n ruang

(1)

(21

(1)

(2t

(3)

t0
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kegiatan kepemudaan, olah raga dan budaya, serta optimalisasi
kegiatan penambangan.

Pasal 50
(1) Indikasi program utama pemanfaatan ruang untuk perwujudan

kawasan strategis kota sebagaimanaidimaksud dalam Pasal 47 ayat

(3) huruf c meliputi program utama: perwujudan kawasan strategis

ekonomi, kawasan strategis lingkungan hidup, dan kawasan

strategis pendidikan. 
i

Program utama perwujudan kawashn strategis ekonomi meliputi
pembangunan pusat perbelanjaan dan pertokoan modern,
pembangunan kawasan agroindrrfOi, pembangunan kawasan
pertanian sawah, dan pembangunan pasar regional hortikultura.
Program utama perwujudan kawasan strategis tingkungan hidup

meliputi pembangunan hutan kota idan pengembangan kawasan

resapan air.

(4) Program utama perwujudan kawasan strategis pendidikan meliputi
pembangunan perkantoran pemerintah dan pembangunan kompleks

pendidikan tingg.

Bagran Ketiga

Indikasi Sumber Pendanaan

Pasal 51

(1) Pembiayaan program pemanliaatan ruang bersumber pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;

d. investasi swasta;

e. keda sarna pembiayaan; dan/atau
f. sumber lain yang satr sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pengelolaan aset hasil kerja sarna Pemerintah dengan swasta dapat

dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi, Iinansial dan

lingkungan.

(3)

I
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Bagran Keempat
i

Indikasi Pelaksana Kegiatan

Pasal 52

Indikasi pelaksanaan kegiatan terdiri atas Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota; swasta dan masyarakat.

Pemanfaatan ruang wilayah kota berpedoman pada rencana struktur

ruang dan pola rtxang.

(3) Pemanfaatan rua.ng wilayah kota dilaksanakan melalui penJrusunan

dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber

pendanaannya.

BAB VII i

(1)

(2t

( 1-)

(2)

(3)

(1)

(2)

I(STENT{'AJY PENGEITDALIAil PETAITFAATAJY RUAITG

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 53

Pengendalian pemanfaatan' ruang wilayah daerah- digunakan sebagai

acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakart

melalui:

a. ketentuan umum perattrran zonasi;

b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketetttrran Umum Perattrrart Zrtrtasi

Pasal 54

Ketentuan umum- peraturan zonasi- sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (21 huruf a digunakan sebagai pedoman bagr

Pemerintah Kota Kotarnobagu dalam men5rusun peraturan zonasi.

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci

ditetapkan melalui perwujudan Rencana Detail Tata Ruang Kota,

Ketentuan umum peraturan zonasi mencakup:

a. ketentrrart urnurft kegiatan yang diijinkan/diperbolehkat,

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang

dilarang;

0



b. ketentuan

bangunan

hektar;

c. ketentuan umum

garis sempadan

minimum persil;

tata massa bangunan seperti tinggi bangunan,

bangunan, jrr"k antar bangunan, dan luas

I

d. ketentrran umurn prasarana minimurr yarig wajib disediakan

pada masing-masing znna; dan

e. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing ?nna.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan

b. ketentuan umurn peraturan zpnasi unttrk kawasan budi daya.

Paragraf Kesatu

Ketentuan Umum Peratrrran T*rnasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 55

Ketentuan' umum perahrran- zonasi untuk- kawasan lindung sebagaimana

dimaksud datam Pasal 54 ayat (4) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi unftrk kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b. ketentuan umum'peraturan zonasi unhrk-perlindungan setempat;

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota;

dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk rawan bencana.

Pasal 56

Ketenttran umum peratrrrart zonasi unttrk kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapErn

air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budidaya perkebunan

dan kehutanan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan tempat rekreasi', olah raga rarang terbuka dan F(FH

dilengkapi dengan fasilitas areal bermain, tempat duduk, perabot

tarnan; gazebo, slelter, dengan syarat KDB paling besa-r lOo/o,

KDH paling sedikit 8Oo/o, KLB paling tinggi 0,2;

umum intensitas pemarfaatan

seperti KDB, KLB, KDH, dan

ruang atau kepadatan

jumlah bangunan per

0
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Kegiatan perumdran yang diperunhrkkan bagi pengelola kegiatan

di kawasan lindung yaitu bagi pegawai/petugas dan dengan syarat

KDB paling besar 2Oo/o; KDH paling sedikit 7oyo, KLB paling tinegi

o,2;

kegiatan pergerakan transportasi darat dengan syarat tidak

dilengkapi dengan terminal; dan

4. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah industri, jasa &
perdagangan, perkantoran.

Pasal 57
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindtmgan

setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata

air.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budidaya

pertanian, RT'H dan kegiatan budi daya lairmya yang tidak

mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan sya-rat berupa transportasi
d.arat untuk mendukung fungsi kegiatan pemeliharaan sungai;

dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat

mengakibatkan kerusakan dan penyempitan sungai.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian,

perkebunan dan perikanan air tawar; dan

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemukiman dan

kegiatan lain yang dapat merusak firngsi kawasan resapan air.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan- zonasi untuk ruang terbuka hijau setempat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 hurlrf c terdiri atas:
:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan rekreasi dan olah raga;

2.

3.

(1)

t2)

t
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kegiatan ytrrg diperbolehkan deng:m syarat meliputi kegiatan
perdagangan dengan syarat KDB paling besar lOo/o, KDH paling

sedikit 8Oo/o, KLB paling tinggi O,2; dart

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemukiman dan

kegiatan lainnya yang dapat merusak dan mengurangi kualitas fungsi

RTH.

Pasal 59
Ketentrran umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untrrk kawasan rawan gempa

bumi;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan

tanah dan patahan;

c. ketentuan umum perattrran zonasiuntuk kawasan rawan longs.or

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana

letusan gunung berapi.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa

bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi semua kegiatan budidaya :

b. ketentuan umum intensitas pemar.lfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 70 (lUjuh puluh) persen;

2. KDH paling rendah sebesar 101(sepuluh) pers.en;

c. penyediaan prasarana dan sarana iminimum meliputi:

1. penyedia€rn- ruang-ruang terbuka yang layak sebagai ruang
evalmasi;

2. jalur evakuasi yang dapat mernanfaatkan jalan umum ;

d. ketentuan khusus lainnya meliputi pemberlakukan persyaratan
i

konstruksi bangunan yang mengikuti kaidah teknis bangunan
tahan gempa.

Ketenhrart urm.lfr peratrrrart rnnasi irnhrk kawasan rawaR geraka:t

tanah dan patahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan;

b. kegiatan yang tidak' diperbolehkan meliputi kegiatan
pembangunan kontmksi bangunan gedung yang melintasi garis
patahan; dan

(2t

(3)

b
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c. ketentuan khusus lainnya meliputi pemberlalmkan persyaratan

konstruksi bangunan yang mengikuti kaidah teknis bangunan

tahan gempa.

(4) Ketenttran umum peratrrran zonasi untuk kawasan longsor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun.f c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan penghijauan;

2. kegiatan pelestarian alam;

3. kegiatan pengamatan bencana; dan

4. kegiatan lainnya yang mendukung fungsi kawasan sebagai

kawasan lindung.

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri dan

kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi kawasan sebagai

kawasan lindung. 
i

c. ketentuan khusus lainnya melipu6:
1. penanaman pohon pada kawagan;

2. pembuatan terasering pada lereng yang terjal;
3. pelarangan penggalian di bawafr lereng terjal;
4. pelarangan pembangunan fisik di bawah tebing atau daerah

rawan bencana alam gerakan t"rr"fr;
5. pelarangan pemotongan tebing menjadi tegak; dan

6. pelarangan pendirian banguqan di tepi sungai yang rawan

erosi.

(5) Ketentuan umum perattrran zonasi untuk kawasan rawan bencana
letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (r) huruf d
meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan budidaya pertanian;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan

rekreasi dan olah raga pendakian dengan syarat dilakukan pada

tempat-tempat yang sudah ditetapkan ;

c. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penyediaan ruang-ruang terbuka yang rayak sebagai ruang

evakuasi; dan

2. jalur evalmasi yang memanfaatkan jalan urnum.
d. ketentuan khusus lainnya meliputi:

1. pengendalian kepadatan bangunan dan penduduk; dan
2. penyediaan akses jalur evakuasi yang rayak menuju area

aman.

q
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Paragraf Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 60
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan

perumahan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan

perdangan dan jasa; 
i
:

c. ketentuan umum peraturan zpnasi untuk kawasan perunhrkan
perkantoran;

d. ketentuan umum peraturan

industri;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan

pariwisata;

f. ketentuan umum peraturan zonasi urrtuk ruang evakuasi bencana;

g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTNH;
:h. ketentuan umum peraturan zonasi unhrk kawasan peruntukan ruang

bagi kegiatan sektor informal;

i. ketentuan umum peraturan

pertanian;
j. ketentuan umum peraturan

pertambangan;

k. ketentuan umum peraturan

pelayanan umum; dan

1. ketentuan umum peraturan

pertahanan dan keamanan.

zonasi untuk kawasan peruntrrkan

zonaqi untuk kawasan
;

:

zonasi untuk kawasan

zonasi untuk kawasan

perrntukan

peruntukan

peruntukan

zonasi unhrk kawasan peruntukan

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6O huruf a terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemukiman,

penghijauan, pendidikan, rekreasi, transportasi, kesehatan dan
kegiatan lain yang mendukung fungsi pemmahan;

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri,
pertanian, pertambangan peternakan ;

c. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggr sebesar 60 (enampuluh) persen;

L
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i
:

2. KLB paling tinggr sebesar 3 (tiga) ; 
i

3. KDH paling rendah 30 (tiga puluh) iersen; d.an

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum adatah fasilitas
:

perdagangan, RTH publik, fasilitas kesOhatan dan halte

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zpnasi untuk kawasan perunhrkan

dalam Pasal 60 humf bperdagangan dan jasa sebagaimana dimdksud

terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan, jasa,

perumahan, transporta.si.

b. kegiatan yang tidak diperbolehka4 meliputi kegiatan industri

pertambangan dan kegiatan lain yang dapat menggEulggu fungsi

perdagangan danjasa: 
:

c. ketentuan umum intensitas pemanfaatan mang meliputi:

1. KDB paling tingg, sebesar 70 (Tujuh Puluh) persen;

2. KLB paling tinggr sebesar 2,4 (dua koma empat) lantai;

3. KDH paling rendah 10 (sepuluh) persen; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum yaihr penyediaan RIH
publik; halte

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan

perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkantoran,

perumahan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat metiputi kegiatan jasa &
perdagangall yang mendukung langsung fungsi kegiatan perkantoran;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri,
pertambangan dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kegiatan
perkantoran;

d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. KDB paling tingg, sebesar 50 (lima puluh) persen;

2. KLB paling tinggi sebesar 3 (tiga);

3. KDH paling tingg, sebesar 30 (tiga puluh) persen;

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan RTH

publik.

q
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Pasal 64 
i
:

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri
:

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d terdiri atas:
:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri dan

kegiatan yang diperbolehkan dengan sydiat meliputi perumahan, jasa

& perdagangan yang mendukung fungsi langsung kegiatan industri;

ketentuan umum intensitas pemanfaatam nrang meliputi:

1. KDB paling tinggi sebesar 6O (enampuluh) persen;

2. KLB paling tinggr sebesar 2,4 (dua koma empat);

3. KDH paling rendah sebesar 20 (duapuluh) persen;dan

.d. penyediaan prasarana dan sarana minimum adalah penyediaan RIH

publik, halte,

Pasal 65

trran umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan

sata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6O huruf e terdiri atas:

kegiatan yang diperbolehkan meliputi pariwisata, rekreasi,, olah raga;

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perumahan dan

jasa & perdagangan yang mendukung langsung fungsi kegiatan

pariwisata;

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri,

pertambangan dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kegiatan

pariwisata;

ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. KDB paling tinggr sebesar 30 (tigapuluh) persen;

2. KLB paling tinggr sebesar 1 (satu) l?ntai;

3. KDH paling rendah sebesar 20 (duapuluh) persen;dan

penyediaan prasarana dan sarana minimum adalah penyediaan RTH

publik; halte

Pasal 66

tuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana

imana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f terdiri atas:

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan evakuasi bencana,

i, olah raga dan kegiatan lain y'ang dapat menduktrng fungsi

evakuasi bencana.

,.

umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
i
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1. KDB paling tinggr sebesar 80 (delapan puluh) persen;

2. KLB paling tinggi sebesar 1 (satu) ;

3. KDH paling rendah sebesar 2O (duapuluh) persen;dan

c. penyediaan prasarana dan sarana minimum adalah penyediaan RTH

publik; halte

Pasal 67 '

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan rLlang

bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf h

terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang

untuk kegiatan berlangsungnya aktivitas masyarakat, kegiatan olah

raga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plasa, monument,

evakuasi bencana dan landmarh

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

pemanflaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas unttrk

menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan

KDB yang ditetapkan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan selain sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b;

d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. KDB paling tinggr 2O (dua puluh) persen;

2. KLB paling tinggr O,4 (nol koma empat); dan

3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen.

Paeal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan penrntukan pertanian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf i terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan jasa & perdagangan

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan imetiputi kegiatan perumahan,

industri dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kegiatan sektor

informal
:

c. ketentuan umum intensitas pemanfaa.tan ruartg meliputi:

i t. KDB paling tinggr sebesar 70% (tqiuhpuluh persen);

2. KLB paling tinggr sebesar 1 (sahr) ;

3. KDH paling rendah sebesar 2Oo/o (duapuluh persen);

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan RTH
i

b

publik dan halte.
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Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan

pertambangan-penggalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6O huruf j
terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian, perikanan,

perumahan

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan jasa &

perdagangan dan kegiatan industri yang han.s mendulmng

berlangsungnya fungsi kegiatan pertaniani

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat

mengganggu fungsi kegiatan pertanian :

d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan rrang meliputi:

1. KDB paling tinggr sebesar 3O% (tiga puluh persen);

2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua) ;

3. KDH paling rendah sebesar 50% (limapuluh persen);

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan KIH
publik dan halte.

Pasal 7()

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
i

pertambangan sebagaimana dimaksud dafam Pasal 6O hurufj terdiri atas:

a. untuk kawasan peruntukan pertambarigan batuan, kegiatan yang

diperbolehkan meliputi kegiatan penarhbangan/penggalian batuan

untuk kebutuhan bahan bangunan; 
:

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan jasa &
perdagangan dan kegiatan industri degan syarat hanya untuk
mendukung berlangsungnya fungsi i kegiatan pertambangan-
penggalian;

c. penyediaan prasarana

publik dan halte.

i
:

dan sarana minimtrm meliputi penyediaan RTH

t'1

d. Ketentuan

meliputi:

:

lainnya dalam kawasan iperuntukan pertambangan

1. untuk kawasan peruntukan pertambangan mineral logam yang

sudah terdapat kegiatan penambangan tidak diperkenankan

melakukan kegiatan budi daya lain yang dapat mengganggu

kegiatan penambangan;
t
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2. kawasan peruntukan pertambangan untuk kegiatan eksplorasi

dapat bercampur dengan fungsi kawasan tain sejauh mendukung

atau tidak merubah fungsi utama kawasan;

3. pelaksana kegiatan penambangan wajib melaksanakan pengelolaan

lingkungan selama kegiatan penambangan berlangsung dan

mereklamasi lahan-lahan bekas penambangan setelah kegiatan

penambangan selesai;

4. dilakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan penambangan

untuk mencegah tedadinya kerusakan lingkungan;

5. sebelum Kegiatan penambangan pelaks€rna kegiatan penambangan

harus melengkapi i rL sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

6. tidak diperbolehkan untuk melakukan penambangan batuan pada

lokasi yang terdapat mata air penting atau permukiman;

7. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari

dalam sungai yang terletak di bagran hulu dan/atau di dekat

struktur jembatan; dan
I

8. penambangan pasir atau sirfu di dalam badan sungai

diperbolehkan terbatas pada ruas-ruas tertentu sepanjang tidak

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan

'l

Pasal 71
i

Ketentuan umu.m peraturan zonasi i

pelayanan umum sebagaimana dimaksud

untuk kawasan peruntukan

dalam Fasal 60 huruf k terdiri

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan kesehatan,

peribadatan, pendidikan dan kegiatari sosial lainnya :

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan imeliputi: kegiatan industri dan

kegiatan lain yang dapat mengganggq fungsi pelayan€rn umum.

c. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. KDB paling tinggi sebesar 50% (limapuluh persen);

2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua) lantai;

3. KDH paling rendah sebesar 20% (duapuluh persen);

d. penyediaarl prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaaa RTH

publik dan halte.

t
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Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan : peruntukan

pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf
I terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk
prasarana dan sarana penunjang aspek pertal.anan dan keamanan

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

penghijauan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengafi syarat meliputi pemanfaatan

ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan 
i

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain
:

sebagaimana dimaksud pada hunif a dan huruf b, kegiata.n

pemanfaatan ruang kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar

kawasan pertahanan dan keamanan neg€rra yang ditetapkan sebagai
:

zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan

budi daya terbangun.

d. Ketentuan Khusus lainnya meliputi i ketentuan pemanfaatan ruang

disekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, meliputi:

1. Komando Distrik Militer (KODIM) 1303 Bolaang Mongondow,

disebelah timur berbatasan dengan Tempat Ibadah (Gereja),

sebelah Barat berbatasan dengari RTH (L,a.pangan Kotamobagu),

sebelah Utara berbatasan dengan Pemukiman dan Sebelah Selatan

berbatasan dengan Kantor Telekomunikasi dan Perkantoran Lain

nya;

2. Kompi Senapan 713 C Satya Tama, Sebelah Timur berbatasan

dengan Pemukiman, Sebelah Selatan berbatasan dengan Asrama

Prajurit, Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Per.wira,

sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kolektor Primer;

3. Komando Rayon Militer (KORAMIL) Kotamobagu, sebelah rimur
berbatasan dengan Pemukiman, sebelah Selatan berbatasan

dengan Sekolah, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
Lingkungan, sebelah Barat berbatasan dengan Perkantoran.; dan

4. Komando Rayon Militer (KORAMIL) Passi, sebelah rimur
berbatasan dengan Jalan Kolelrtor Selunder, sebelah selatan
berbatasan dengan Pemukiman, Sebelah Utara berbatasan dengan

Puskesmas dan Perkantoran, sebelah Barat berbatasan dengan

Pemukiman.

b



Pasal 73

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud datam Pasal 53 ayat (2)
i

huruf b meliputi merupakan acuan bagr pejabat yang berwenang

dalam pemberian izin pemanfaatan riuang berdasarkan rencana

struktur dan pola ruang yang ditetapkaniaaam Peraturan Daerah ini'

Ketentuan peirnnan berfungsi sebagai alat pengendali dalam

penggunaan lahan untuk mencapai kesesuai€rn pemanfaatan ruang

dan rujukan dalam membangun. 
i

Ketentuan penzinan disusun berdasarkan ketenfuan umum

peraturan zonasi yang sudah ditetapkan dan peraturan perundang-

undangan sektor terkait lainnya. 
i

) Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi

wewenang pemerintah kota, termastik pengaturan keterlibatan

masing-masing instansi perangkat daerah dalam setiap perizinan yang

diterbitkan, ketentuan teknis prosedural pengajuan izin pemanfaatan

ruang, forum pengambitan keputusan atas izin yang akan

dikeluarkan, dan waktu penyelesaian perizinan akan menjadi dasar

pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang

akan diatur lebih lanjut dalam peratrrran walikota'

Ketentuan pengambilan keputusan apabila dalam dokumen RTRW

kota belum memberikan ketentuan yang cukup tentang perizinan

yang dimohonkan oleh masyarakat, individual, organisasi maupun

badan usaha harus melalui prosedur khusus.

l(O) f.t"ntuan perizinan berupa izin mendirikan bangunan dan perizinan

terkait lainnya akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah kota.

Pasal 74

(1) Izin pembangunan kawasan d.ikelompokkan atas 4 (empat) jenis,

yaitu:

a. izin kegiatan/sektor;

b. izin pertartahan;

c. izin perencanaan dan bangunan; dan

d. izin lingkungan.

(21 Izin kegiatan/setrtor sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

dari:

a. izin PrinsiP; dan

0



izin tetap

pertanahan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

izin prinsip; dan

izin tetap.

perenca.naan dan

c, terdiri dari:

izin perencanaan; dan
izin mendirikan bagunan

linglmngan sebagai dimaksud pada ayat (1) huraf d,,terdiri dari:

izin gangguan/HO; dan

Persetujuan RKL dan RPL.

Pasal 75

ta cara pemberian izin prinsip sebagai berikut :

pemohon mengajukan permohonan kepada Instansi yang

ditentukan dengan melengkapi semua persyaratan;

Badan/Dinas Tata Ruang mengevaluasi permohonan yang
dimaksud dan membuat keputusan menerima atau menorak
permohonan;

permohonan yang disehrjui akan diterbitkan idn prinsip oleh

Instansi yang ditentukan;

setelah menerima rnn prinsip pemohon harrs melaporkannya
pada Pemerintah kota setempat untuk kemudian diadakan

sosialisasi kepada masyarakat;

apabila setelah dilakukan sosialisasi sebagian besar pemilik tanah
menolak, maka Pemerintah Kota memberikan laporan dan saran
pada Instansi yang ditentukan; dan
atas saran walikota, Instansi yang ditentukan dapat meninjau
kembali izin prinsip tersebut.

cara pemberian izin lokasi sebagai berikut :

pemohon mengajukan permohonan kepada Instansi yang

ditentukan d.engan melengkapi semrra persyaratan;

b. lnstansi yang drtentukan mempersiapkan perencanaan atas \okasi
yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;

c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut
dilalrukan uji publik;

d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap
perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana; dan

bangunan sebagai dimaksud pada ayat (1)

lo

-64- :

r , i..)

,l'{

,I

.,t
. , .l



e. setelah menerima 'an lokasi, pemohon melaporkannya kepada

Pemerintah Kota setempat untuk dilakukan sosialisasi kepada

masyarakat setempat.

(3) Tata cara pemberian izin perubahan penggunaan tanah sebagai

berikut:
a. pemohon menga,iukan permohonan kepada Instansi yang

ditentukan dengan melengkapi semua persyaratan; I

b. Instansi yang ditentukan mempersiapkan perencanaan atas lokasi

yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;

c. apabila usulan berdampak penting, maka usulall tersebut

dilakukan uji Publik; dan

d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap

perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.

(4) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan sebagai berikut :

^. pemohon mengajukan permohonan kepada Pemerintah kota

dengan melengkapi semua persyaratan;

b. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut

dilakukan qji Publik; dan

c. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap

perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.

Pasal 76

perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan oleh

Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang'

Bagian KeemPat

Ketentuan Insentif dan disinsentif

; Pasal77

(1) Ketentlran pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c sebagai acuan pemberian insentif dan

disinsentif.

(2) Bentuk perangkat insentif dan disinsentif yang dapat diterapkan

terdiri dari aspek pengaturan atau litbdakan, aspek ekonomi, dan

aspek pengad.aan langsung oleh Pemerintah Daerah.
I

Jenis Perangkat insentif dan disinsentif meliputi:

perangkat yang berkaitan dengan "i"*.r, 
guna latran;

:

perangkat yang berkaitan dengan pglayanan umum; dan

perangkat yang berkaitan dengan ppnyediaan prasarana.

a,

b.

a.

t,

(3)
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Pasal 78

Ketentuan pemberian insentif merupakan perangkat atau upaya

untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang

sejalan dengan rencana tata ruang.

Insentif diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dan swasta

yang melaksanakan pembangunan pada daerah yang didorong

pengembanga.nnya sesuai dengan RTRW.

Ketentuan insentif dari pemerintah Kota Kotamobagu kepada

pernerintah kabupaten/kota lain yang saling berhubungan diberikan

dalam bentuk :

a. penyediaan sarana d.an prasarana; dan

b. publikasi atau promosi daerah.

Ketentuan insentif dari pemerintah Kota Kotamobagu kepada

masyarakat umum dan dunia usaha diberikan dalam bentuk :

a. penyediaan sarana dan prasarana;

b. penghargaan; dan

c. kemudahan perizinan.

(5) Ketentuan lebih lanjut,mengenai insentif dimaksud pada ayat (1)

akan diahrr lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasd 79

(1) Ketentuan pemberian d.isinsentif merupakan arahan yang selalu

mempersulit muncuLeya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau

tidak sejalan dengan rencana tata roang yang ada.

12) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
;

Pemerintah Kota Kotamobagu kepada pemerintah daerah dan/atau

masyarakat.

(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (U dibebankan

Pemerintah Kota Kotamobagu kepada masyarakat dan/atau swasta

yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW.

(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

Pemerintah Kota Kotamobagu keparila masyarakat dan swasta dalam

bentuk :

pengenaan pajak yang tirggr;

pembatasan penyediaan infrastruktur;

c. pengenaan kompensasi; dan 
i

d. penalti. 
i

(3)

(4)

a.

b.
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t Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut d'engan Peraturan walikota'

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

' Pasal 80

) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf d

meliputi sanksi dalam bentuk sanksi pidana dan sanksi administrasi

terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan

tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan

bidang Penataan ru€rng.

Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran

terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang'

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan

oleh Pemerintah Kota.

))

+) Pelanggaran penataan ruarlg yang dapat dikenai sanksi hdminstratif

meliputi:
Rencana Tataa. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

. Ruang Wilayah Kota Kotamobagrr; dan

b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Izin prinsip; izin lokasi,

bangunanizin peruntukkan penggunaan tanah, izin

yang diberikan oleh pejabat berwenang'

Pasal 81

Ienis sanksi administratif dalam pelanggaran penataan

^. 
peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

ruangi, meliPuti :

penghentian sementara pelayanan umum;

penutupaf,r lokasi;

pencabudan izin;

penolakan izin;

pembatalarr win;

pemulihan fungsi rua.g; dan/atau

denda administratif.

:

mendirikan

d.

e.

f.

ob.

h.

i.

t
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Pasal 82

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a

dilakukan melalui penerbitan surat peringatan terfulis dari pejabat

yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan

ruang, meliputi :

a. peringatan tentang tedadinya pelanggaran pemanfaatan ruang

beserta bentuk Pelanggarannya; 
:

b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang

d.iperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaat|n ruang

dengan renc€rna tata ruang dan I atau ketentuhn teknis

pemanfaatan ruang yang berlaku; dan 
i

c. batas waktu maksimal Yang

pemanfaatan ruang.

diberikan melakukan penyesuai€ul

Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sebanyak-banyaknya 3 kati dengan ketentuein sebagai

berikut:
a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejgbat yang

berwenang melakukan penertiban kedua yang memuati penegasall

terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat iperingatan

pertama;

pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang

berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan

terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat lperingatan

pertama dan kedua; dan :

c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua,

dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan

penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa

penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara

pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan iztIl,

pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan I atau denda

administratif.

Pasal 83

t) Perrghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

81 huruf b dilakukan melalui Penerbitan surat perintah penghentian

kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan

penertiban pelanggaran Pemanfaatan ruEulg yang berisi :

,,



pemberitahuan tentang terj adinya pelanggaran pemanfaatan ruang

beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara

evaluasi; i

peringatan kepada pelanggar untuk menefeldkT. **:*
sementarasampaidenganpelanggarmemenuhikewajibanuntuk
mengambii tindakan-tindakan yang diperlukan dalami rangka

penyesuaiarl pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan /

atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; 
i

batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk

dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara

kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruangj dan

konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan simentara

secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perint'iih'

Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian i kegiatan

sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan

menerbitkan surat kepuhrsan pengenaan sanksi penghentian

sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang'

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan

memberitahukankepadapelanggarmengenaipengenaansanksi
pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan

tindakan penertiban oleh aparat penertiban'

Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang

berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan

pemanfaatan ruang secara Paksa'

Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang

berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan

ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan

terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan

pemanfaatan ruallgnya dengan rencana tata ruang dan / atau

ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku'

Pasal 84

penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81 huruf c ditakukan melalui langkah-langkah

penertiban melalui penerbitan surat pemberitahuan penghentian

sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang

melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:

I

I

0

I
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pemberitahuan tentang tedadinya pelanggaran it:Tj"":
rLrang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahka+ dari

:

berita acara evaluasi; i

peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tinf*

yang diperlukan dalam rangka penyesuaiu" 
'".**l""Ti :**

dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan lteknis

pemanfaatan ruang yang berlaku; . , -- j ,,

.bataswaktumaksimalyangdiberikankepadapelanggar:ntuk
dengankesadaransendirimelakukanpenyesuaianpemahfaatan
ruang; dan

l. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara

pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat

pemberitahuan'

Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang

disampaikan,pejabatyangberwenangmelakukanpenertibandengan

menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian

sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat

rincian jenis-jenis pelanan umum yang akan diputus'

Peiabatyangberwenangmelakukantindakanpenertibandengan
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi

pengenaal}kegiatanpemanfaatanruangdanakanSegeradilalnrkan

tindakan penertiban oleh aparat penertiban'

Berdasarkan surat keputusan pengenaarl sanksi, pejabat yang

berwenangmelakukanpenertibanmela}nrkanpenghentian
sementara pelayanan umum yang akan dipuftrs'

Pejabatyangberwenangmenyampaikanperintahkepadapenyedia
jasapelayananumumuntukmenghentikanpelayanankepada
pelanggar, disertai penjelasan seculnrpnya'

Penyediajasapelayananumummenghentikanpelayanankepada
pelanggar

lPengawasanterhadappenerapallsanksipenghentiT.""*"ntara
pelayananumumdilakukanuntukmemastikantidakterdapat
pelayananumumkepadapelanggarsampaidenganpelanggar
memenuhikewajibannyauntukmenyesuaikanpemanfaatan
ruangnnyadenganrencanatAtAruangdanketentuanteknis
pemanfaatan ruang Yang berlaku'
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Passl ts
penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d

dilakukan melalui langkah-langkah penutupan lokasi dengan

penerbitan surat pemberitahu€m penutLlpan lokasi dari pejabat yang

berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan n'lang,

yang.berisi :

a.pemberitahuantentangterjadinyapelanggaranpemanfaatan
ruangbesertabentukpelanggarannyayangdirisalahkandari
berita acara evaluasi;

b. peringatan kepada pelanggar untuk d.engan kesadarannya sendiri

menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang

yang melanggar rencana tata ruang dan I atau ketentuan teknis

pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi

kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan

dalam rangka penyesuaian pem€rnfaatan ruang dengan rencana

ta.ta ruang dan I ata.u ketentuan teknis pemanfaatan laang yang

berlaku;

c. batas waktu maksimat yang diberikan kepada pelanggar untuk

dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan

' ruang; dan

d. konsekuensi akan dilalrukannya penutupan lokasi secara paksa

apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan'

Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan,

pejabatyangberwenangmelakukanpenertibandengan
menerbitkan surat kepuhrsan pengenaan sanksi penutupan lokasi

Pejabat yang berwenang melak:ukan tindakan penertiban dengan

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaalr sanksi

penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan'

I Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang

berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi

secara paksa.

Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutrrpan lokasi, untuk

memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai

dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan

pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata laang dan ketentuan

u

teknis pemanfaatan ruang yang berlalnr'

I
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Pasal 86

Pencabutan win sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 humf e

dilakukan melatui penerbitan surat pemberitahuan sekaligus

pencp.butan lzirr dari pejabat yang berrrrenang melakukan penertiban

pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :

a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan

ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari

berita acara evaluasi;

b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri

mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka

penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata n'lang dan

f atauketentuan teknis pemanfaatan rLang yang berlakr:;

c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk

dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan

ruang; dan

d. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan win apabila

pelanggar mengabaikan surat peringatan

Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang

disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan

menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan win

yang akan segera dilaksanakan.

Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi
,i

pencabutan tzin. 
i

Pejabat yang berwenang melakqkan tindakan penertiban

mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pej4bat yang

memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izrn. 
i

Penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki

kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.

Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang
i

telah dicabut sekaligus perintah untuk secara iperrnanen

menghentikan kegiatan pemanfaatan

izinnya.

:

ruang yang telah dicabut

e

I
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Palat 87

rnolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f dilakukan

elalui:

Set.elahtahapevaluasi,dandinilaitidakmemenuhiketentuan
rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang berlaku; dan

setehh evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban

dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan

'wh yangdiajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan

hal-hal yang haflrls dilakukan apabila pemohon akan mengajukan

izin baru.

.)

Pasal 88

Pembatalan izin sebagaimala dimaksud dalam Pasal 81 huruf g

dilakukan melalui penerbitan lembar evaluasi yang berisikan

perbedaan antara pemanfaatan mang menurut dokumen perizinan

dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata:ruang yang

bertaku. 
i

Pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruimg perihal

-rencana pembatalan inn, agat yang bersangkutan dapat mengarnbil

langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang

'diakibatkan oleh pembatal an izin. 
i

Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang

melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang'

4) Pemberitahuan kepada pemegang bin tentang

pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut :

a. dasar pengenaan sanksi;

keputusan

b. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ruang

2l

3)

hingga pembatalan izin dinyatakan secara resml

yang berwnang melakukan pembatalan izin; dan

c. hak pemegang izin untuk mengajukan yang layak

atas pembatal an izrn, sejauh dapat membuktikan: bahwa izin

yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik'

Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki

k....r"ttgat untuk melakukan pembatal an i/n.
P.emberitahuan kepada pemanfaat mang mengenai status izin yang

telah dibatalkan.

pejabat

(s)

I

(6)
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Pasal 89

pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81

huruf h dilalmkan melalui pemulihan fungsi ruang yang berisi

bagian-bagianyangharusdipulihkanfungsinyaberikutcara
pemulihannYa.

pene?bitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang

dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran

pemanfaatan ruang, Yang berisi : ,

a.pemberitahuantentangtedadinyapelanggaranpemanfaatan
ruarlg beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari

berita acara evaluasi; 
i

b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri

pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan

pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;

c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk

dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang;

dan 
:

d. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan srrrat

peringatan 
i

Alabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang

disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan xrenertiban

menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulitian fungsi
I

ruang. 
:

pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi

pemulihan fungsi ruang yang halls dilaksanakan pelanggar dalam

jangka waktu Pelaksanaanya.
pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melalmkan

pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang'

Paesl 9O

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 hurlf i akan

lebih tanjut oleh instansi terkait yang mengelolaan pengendalian

:mant-aatan ruang.

ketentuan

:nda

atur

0

- 
. --.- 

--- 
-- 
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BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak MasYarakat

Pasal 91

lam penataan ruang setiap orarrg berhak untuk :

mengetahui rencana tata ruang;

menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruatg;

memperoleh penggantian yang tayak atas keruglan yang timbul akibat

pelaksanaan kegiatan pemballgunan yang sesuai dengan tata ruang;

mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang i terhadap

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata iruang di

wilayahnya;

mengajukan tuntutan pembatalan inn dan p-.efrghentian

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruahg kepada

pejabat berwenanBi dan

mengajukan gugatan garlti kerugian kepada pemerintah dan/atau

pemegang uin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai

dei:gan rencana tata ruang menimbulkan kemgian'

Bagian Kedua

Kewajiban MasYarakat

Pasel 92

alam kegiatan penataan ruarlg masyarakat wajib untuk :

. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

. memurnfaatkan ruang sesuai dengan izir: pemanfaatan ruang dari

pej abat yang berwenang;

. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan idrl

pemanfaatan ruang; dan

.. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagran Ketiga :

Peran MasYarakat

Pasal 93

Jeran masyarakat dalam penataan nang di daerah dilalnrkan pada

ahap:
t,
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,erenc€ulaan tata ruang;

rema-ufaatan ruang; dan

)engenddian Pemanfaatan ruang'
:

Pasat 94

lentuk perall masyarakat dalam perencalra€rn tata ruang

;ebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a berupa: :

.. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah

atau kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana tata mang; dan/atau

5. penetaPan rencana tata ruang'

r. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau

sesarna unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam

perencana€Ln tata ruang dilakukan sesuai dengan peraturan

pe5undang-undangan.

' Pasaf 95

otuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruallg sebagaimana

naksud pada Pasal 93 huruf b dapat berupa:

masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

kerja salna dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesalna

unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan

rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatart

ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan laang di daram bumi

dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan

peraturan Pemndang-undangan ;

kegtatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta

memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

dan'sumber daYa alam; dan

kegiatan investasi dalam pem€mfaatan mang sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan'

t

i
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Pasel 96

ntuk peran masyarakat datam pengendalian pemanfaatan ruang

bagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf c dapat berupa:

masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan,

pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

keit<utsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana

tata ruang yang telah ditetapkan;

pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam

hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan

pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah

ditetapkan; dan

pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang

terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana

tata ruang.

Pasd 97

rlam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah

embangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan

rarlg yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan

:tentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEIYY'IDIIilil

Pasal 98

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenallg khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana dibidang penataan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai

pengawas penataa.n ru€rng pada Dinas / Badan di Kota Kotamobagu

yang telah diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegSwai negeri

sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) adalah:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta ik.t.t"ttg",
tentang tindak pidana dibidang penataan ruang; 

i

imelakukan
:

I

:

:

I
t

?,

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
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tindak pidana dalam bidang penataan ru*g;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan

hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang penataan

ruang;

d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti

dalam perkara tindak pidana dibidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang

tindak pidana dibidang penataan ru*g;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan hrgas

penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan rua,g;

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cularp bukti yang

membuktikan tentang adanya tindak pidana dibidang penataan

ruang.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulai penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diahrr dalam peratrrran

perundang-undangan.

BAB X

I( TENTUAN PIDAITA

Pagal 99

I Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 92, dipidana dengan pidana lmrrngan paling lama 6 bulan atau

denda paling banyak Rp. 5O.OOO.OOO (lima puluh juta rupiah).

) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran. i

i

i
!

BAB trU i

KETEMBAGAAN i
i

Paeal 1O0

) D4am rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan rlang

dan kerjasama antar sektor/antar daerah/wilayah kotd' di bidang

penata"an ruang, maka dibentuk dan ditunjang oleh satu sistem

kelembagaan yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruahg Daerah

t,

(BKPRD) Kota yang bersifat Ad-Hoc.
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Koordinasi pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan

komprehensif untuk mencapai kesinambung€rn regional melalui

kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang

terk:ait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan.

Koordinasi terhadap pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan

dilakukan dengan kerjasama Pemerintah Kota dengan pemerintah

kabupaten perbatasan melalui tasilitasi Pemerintah Provinsi.

T\rgas, susunan, organisasi 'dan tata keda Badan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah sebagaimana diahrr pada ayat (1) diatur

dengan Keputusan Walikota.

BAB EI
I(ETENTUAT{ LIUN-LIUN

Pasat 1O1

i
:

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu adalah

20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1

(s.atu) kali dalam 5 (lima) tahun.

t Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
i

bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan i peraturan

perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial Negara

dan/atau wilayah Kota yang ditetapkan dengan undang-undang,

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu dapat ditinjau

kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 
i':

) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada .y"I Ql juga

dilakukan apabila tedadi perubahan kebijakan dan strategi nasional

maupun provinsi yang mempengamhi pemanfaatan ruang kota
:

dan/atau dinamika internal kota. 
i

) Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Kotamobagu dilengkapi dengan

rencana/materi teknis dan album peta dengan skala paling kecil

1:25.OOO yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Kotamobagu.

) Haf-hat yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan

Keputusan Walikota.

b
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BAB )gII
K TETTUAII PERALIHAN

Pasd 1O2

1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan

pehksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang

telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
i2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap

dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku keten

l. untuk yang belum dilaksanakan

tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan

Peraturan Daerah ini; 
i

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannyd,

penyesuaian dengan masa transisi berdasarkari
' perundang-undangan; dan 

i

. 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya aan tiaaf<

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi

kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, iziq yang telah

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugrzrniyang timbul

sebagai akibat pembatalan 'tnn tersebut dapat diberikan

penggantian yang layak.

c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah hi, akan

ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan

Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang

diperlukan.

sesuar

sesual

dilakukan

ketentuan

j
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BAB XT1I

I(ETEilTUAN PEITUTUP

Pasal 1O3

lturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

,

, ".ai"p 
orang mengetahui, memerintahkan

:rah ini dengan penempatannya dalam

amobagu.

pengundangan Peraturan

L,embaran Daerah Kota

Ditetapkan di Kotamobagu

pada tanggal 3 Desember 2Al4
{weurorA KorAM oBAGU T/.

Diundangkan di Kotamobagu

Pada Tanggal 3 Desember 2OL4

MBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2OL4 NOMOR 8

,REG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI

LAWESI UTARA : (9 /2Oral

STAFA LIMBALO

I
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PENJELASAIT

ATAS

PERATURAT{ DAERATI KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 8 TAIIUN 2OI4
TENTANG

RENCANA TATA RUAT{G WILAYATI KOTA KOTAIIIOBAGU

20L4 - 20,3,4

I. UMUM

Untuk mewujudkan penataan ruang yang berkualitas dan memperhatikan

kelestarian lingkungan maka diterbitkan undang-undang beserta

peraturan lainnya yang mengatur tentang penataan ruarlg. Hal ini

diwujudkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2OO7 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta ketentuan

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Hal ini berpengaruh

kepada perkembangan dalam kegiatan penataan ruang di wilayah Kota

Kotamobagu, baik internal maupun eksternal. Perubahan paradigma ini
'dapat dilihat dari aspek pengendalian pemanfaatan ruang, yang salah

satunya mengatur sanksi tegas secara administrasi maupun pidana bagi

para pelanggar pemanfaatan ruang. Hal ini penting dilakukan, mengingat

penataan rulang selalu dinamis dalam pelaksanzurnnya. Penyesuaian yang

dilakukan ini diharapkan dapat mengantisipasi dinamika penataan ruang

di Kota Kotamobagu ke arah yang lebih baik.

Terkait dengan adanya penyesuaian penataan mang di Kota Kotamobagu,

dalam pen5rusuna.nnya RTRW Kota Kotamobagu sudah'mengacu pada

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hat ini sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemmusan substansi RTRW yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi,

rencarla, arahan pemanfaatan dan pengendalian, ditujukan unttrk dapat

menjaga sinlrronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta

mcngurangl penylmpangan implementasi indikasi program utama yang

ditetapkan yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan

menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan

,l

I
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serta pembangunan ruang yang produktif dan berdaya slring tinggi, demi

terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera 
i

II.. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

L

a

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukurp jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jetas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 1O

Cukup jelas

Pasal I 1

Cukup jelas

Pasal 12

Klasifikasi jalan umum di

sistem, fungsi, status, dan

umum terdiri dari jalan

Indonesia terbagi
i

kelas. Berdasarkan
I

berdasarkan

sistem, jalan

primer dan selimnder.

1



Berdasarkan fungsinya jalan diklasifikasikan menjadi jalan

arteri, kolektor, lokal, dan linglnrngan. Jalan nasional, jalan

provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa addah

klasifikasi jalan berdasarkan status. Sedangkan klasilikasi

I jr"r, berd.asarkan kelasnya hanya meliputi jalan bebas

hambatan. Definisi, ciri-ciri dan ketentuan teknisnya telah

diatur dalam Undang Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentartg

Jalan, dan Perahrral Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006

tentang Jalan.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Culmp jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

3
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Pasal 16

CukuP jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal L8

Culmp jelas

Pasal 19

Ayat (1)

CukuP jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sistem jaringan sumber daya air di wilayah,Kota Kotamobagu

;

dipengaruhi oleh keberadaan cekungan iair tanah (cAT)

:

Kotamobagu yang merupak€u1 bagian dari wilayah Sungai
i

tWS) Nasional Dumoga - Sangkub melipUti Daerah Aliran
i

sungai (DAS) Dumoga. [celmngan Air Tahah adalah suatu
:

wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeot_ogis, tempat semua
:

kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan,
:

pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung. Cekqngan
i

Air Tanah Kotamobagu sesuai dengan Keputusan Presiden
:

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2}ll itentang Penetapan
i

cekungan Air Tanah terletak pada posisi:L24" 13' 14.52', -
;

124" 28'38.63" BT dan OO'33'48.56'-lOO" 52'04'11'LU

seluas 414 krn2l

Ayat (a)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

3



a

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21.

Cukup jelas

Pasal 22

Culmp jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

'Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

d

I

.I

1,
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Pasal 32

CukuP jelas

Pasal 33

CukuP jelas

Pasal 34

CukuP jelas

Pasal 35

CukuP jelas

Pasal 36

CukuP jelas

Pasal 37

CukuP jelas

Pasal 38

CukuP jelas

Pasal 39

CulmP jelas

Pasal 40

CukuP jelas

Pasal 4 1

CukuP jelas

Pasal 42

CukuP jelas

Pasal 43

CulmP jelas

Pasal 44

CukuP jelas

Pasal 45

CukuP jelas

a

a

e



Pasal 46

CukuP jelas

Pasal 47

CukuP jelas

Pasal 48

CukuP jelas

Pasal 49

CukuP jelas

Pasal 50

CukuP jelas

Pasal 51

CukuP jelas

Pasal 52

CukuP jelas

Pasal 53

CukuP jelas

Pasal 54

AYat (1)

CulmP jelas

AYat (2)

CukuP jelas

AYat (3)

huruf a'

CukuP jelas.

huruf b.

KDB:KoefisienDasarBangunanadalahangka
persentase perbandingan antara luas selumh

lantai dasar bangunan gedung dan luas

lahan/ tanah perpetakan/ daerah perencanaarl

yang dilnrasai sesuai rencana tata ruang daq I



-,

.8s. i I
rencana tata bangunan dan lingkungan'

KLB : Koefisien L,antai Bangunan (KL.B) adalah

angka persentase perbandingan antara luas

seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah

perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai

sesuai rencana tata ruang dan rencana tata

bangunan dan lingkungan'

KDH : Koefisien Daerah Hrjau (KDH) adalah angka

persentase perbandingan antara luas seluruh

ruang terbuka di luar bangunan gedung yang

diperuntukkan bagi pertamanan / penghijauan

dan luas tanah perpetakan/daerah perencarlaan

yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan

rencana tata bangunan dan lingkungan'

Adapun Unhrk cara perhitungannya dapat

diformulasikan sebagai berikut :

DB=ILXKDB
Ket : DB (Dasar Bangunan)

LL (Luas L^ahan)

KDB (Koofisien Dasar Bangunan)

Untuk menentukan tinggi lantai maksimum

digunakan KLB. Adapun cara perhitungannya

KLB sebagai berikut :

TL=LLXN.B
DB

Ket : TL (Tinggi Lantai)

LL (Luas L^ahan)

DB (DAsar Bangunan)

Contoh perhitungan intensitas pemanfaatan

lahan:

Luas lahan: 1OOO M2'

KLB maks 5 
i

Untuk Dasar Bangunan adalah : i

DB = lO(X) x 5oo/o = 5(X) i

lr!
I

ii
i

e

,
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Maka untuk tinggr maksimum lantai bangunan

adalah :

TL= lfircXs
500

Jadi untuk tinggi maksimala lantai bangunan =

1O lantat

huruf c.

CukuP jelas.

huruf d.

CukuP jelas

huruf e.

CukuP jelas

AYat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

- CukuP jetas

. Pasal 56

Cukr:P jelas

Pasal 57

CukuP jelas

Pasal 58

CukuP jelas

Pasal 59

CukuP jelas

Pasal 60

CukuP jelas

Pasal 61

. Cukup jelas

'e
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Pasal 62

Cukup jelas

_ Pasal 63

Cukup jelas

Pas al 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

- Pasal 69

. Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

; Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76 I

a
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CukuP jelas

Pasal77

CukuP jelas

Pasal 78

' Cukup jelas

Pasal 79

CukuP jelas

Pasal 80

CukuP jelas

Pasal 81

CukuP jelas

Pasal 82

CukuP jelas

Pasal 83

' CukuP ielas

. Pasal 84

CukuP jelas

Pasal 85

CukuP jelas

Pasal 86

CukuP jelas

Pasal 87

CukuP jelas

Pasal 88

CukuP jelas

' Pasal 89

. Cukup jelas

Pasal 90

CukuP jelas

O

3
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I

Pasal 9 1

CukuP jelas

Pasal 92

CukuP jelas

Pasal 93

CukuP jelas

Pasal 94

CukuP jelas

Pasal 95

CukuP jelas

Pasal 96

CukuP jelas

Pasal 97

CukuP jelas

Pasal 98

CukuP jelas

Pasal 99

CukuP jelas

Pasal 100

CukuP jelas

Pasal 101

CukuP jelas

3



Pasal 102

CukuP jelas

Pasal 103

CukuP jelas

-

'TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 114

-
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